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D eiat awal masuk ke dalam lingkun6
saya sudah menyadari bahwa perusahae
dan dikenal luas ini pasti memiliki sejr
menarik untuk diketahui masyarakat. Ha
orang, terlebih mereka yang termas
dipastikan pernah berhubungan atau n
perusahaan ini. Tambahan pula, pelayanan
merupakan fenomena global sehingga, d;
masyarakat bahkan tidak dapat mengela

Oleh karena itu, saya menyambu
gembira terbitnya buku Meloyoni Rakyat,
Sejoroh Sosial-politik dan Ekonomi pT pos t
ini, karena dapat menjadi sarana penere
pihak yang ingin mengetahui sepak terja
yang dimainkan oleh pos lndonesia selame
tercermin dari judulnya, pada dasarny;
memang bertolak dari komitmen untuk me
dan negara, namun demikian, seiring perkr
harus berubah menjadi perusahaan yang's
mengurangi aspek pelayanannya kepad;
negara. Hal ini pula yang sesungguhny
lndonesia berbeda dengan perusahaan el
umumnya, yang sepenuhnya dikelola sel
komersial. Dengan kata lain, nuansa sosial-1
yang melekat erat pada kinerja pos lndc
hendaknya tidak diabaikan oleh siapa pun, c

tertentu menjadi ciri-ciri serta kebanggaan
Buku ini melengkapi buku lain tentang

telah lebih dahulu terbit pada tahun 19t
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SAMBUIAN DIREKTUR UIA MA
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D e.iat awal masuk ke dalam lingkungan Pos lndonesia,
saya sudah menyadari bahwa perusahaan yang sangat tua
dan dikenal luas ini pasti memiliki sejarah panjang dan
menarik untuk diketahui masyarakat. Hal ini karena semua
orang, terlebih mereka yang termasuk generasi tua,
dipastikan pernah berhubungan atau menggunakan jasa
perusahaan ini. Tambahan pula, pelayanan pos sesungguhnya
merupakan fenomena global sehingga, dalam artitertentu,
masyarakat bahkan tidak dapat mengelak kedatangan pos.

Oleh karena itu, saya menyambut dengan sangat
gembira terbitnya buku Meloyoni Rakyot, Menjaga Negaro:
Sejaroh Sosial-Politik dan Ekonomi PT Pos lndonesio (Persero)

ini, karena dapat menjadi sarana penerangan bagi semua
pihak yang ingin mengetahui sepak terjang serta peranan
yang dimainkan oleh Pos lndonesia selama ini. Sebagaimana
tercermin dari judulnya, pada dasarnya perusahaan ini
memang bertolak dari komitmen untuk melayani masyarakat
dan negara, namun demikian, seiring perkembangan zaman,
harus berubah menjadi perusa haan yang'sebenarnya' tanpa
mengurangi aspek pelayanannya kepada masyarakat dan
negara. Hal ini pula yang sesungguhnya membuat Pos

lndonesia berbeda dengan perusahaan ekspedisi lain pada

umumnya, yang sepenuhnya dikelola sebagai perusahaan

komersial. Dengan kata lain, nuansa sosial-politik dan budaya
yang melekat erat pada kinerja Pos lndonesia selama ini
hendaknya tidak diabaikan oleh siapa pun, dan hingga derajat
tertentu menjadi ciri-ciri serta kebanggaan semua insan pos.

Buku ini melengkapi buku lain tentang sejarah pos yang

telah lebih dahulu terbit pada tahun 1980, yakni Seiorah

Meldyonl Rdklat Meniaga Negara



Pos don Telekomunikasi di lndonesia. Buku yang terdiri dari

lima jilid tersebut berbeda dengan buku ini karena
menggabungkan baik sejarah pos maupun telekomunikasi
secara bersamaan. Perbedaan lainnya adalah dari segi

pendekatan penulisan, karena buku yang sedang kita baca

ini memberi tempat yang cukup kepada individu masyarakat

untuk menceritakan pengalamannya dengan pelayanan pos,

di samping cerita para insan pos sendiriyang dengan sepenuh

hati dan pengorbanan melayani masyarakat. Dengan

demikian, buku inidiharapkan dapat menyajikan cerita nyata

tentang pelayanan pos, dalam arti sebagaimana dirasakan

secara kongkrit oleh penerima dan penyedia layanan. Di

samping itu, sejarah pos sebagai sebuah perusahaan yang

dengan susah payah harus bertahan menghadapi kesulitan

dan kekurangan' juga diuraikan dalam buku ini, dari sejak

masa awal kemerdekaan hingga memasuki abad ke-21'
Akhirnya, saya berharap agar dengan terbitnya buku ini

masyarakat akan mengetahui dengan lebih baik apa makna

sesungguhnya dari pelayanan pos secara sosial, politik dan

budaya seperti diuraikan di dalamnya. Di sisi lain, buku ini

diharapkan mampu memberikan inspirasi dan semangat

kepada seluruh insan pos untuk terus berkarya dan mengukir

sejarah baru, di zaman yang juga baru dan penuh dengan

tantangan.

Bandung, Agustus 2011
Direktur Utama PT Pos lndonesia (Persero)

I Ketut Mardjana

PRAKATA

$W"nutis sebuah buku tentang sejarat
lndonesia kiranya akan seketika meniml
di benak orang mengenai berapa panjar
ditulis. Hal ini dapat dipahami mengingat I

topik yang dapat dieksplorasi menjadi b

menarik didalamnya, yang pada gilirannr
implikasi pada hasil penulisan
Sesungguhnyalah, sejarah pos memang I

dengan bahan-bahan untuk diolah. lr
untunglah bahwa sejarah apapun selalu d

lebih pendek dariyang diinginkan secara

dalam perspektif tertentu sehingga tir
semena-mena menambahkan cerita apa

Demikianlah, buku ini ditulis d

keterbatasan yang sebagian memang haru
pemilihan perspektif yang khas, di
kemampuan dan kesempatan para p

mengeksplorasi sumber-sumber yang ter
optimal. Hasilnya adalah sebuah buku yang

banyak kekurangannya diharapkan cukul
melengkapi buku-buku lain tentang sejar
sudah maupun yang masih akan ditulis di n
kiranya untuk dikatakan di sini bahwa masi
dapat ditulis mengenai sejarah po

Buku ini merupakan hasil kerja se
yang terdiri dari lmam Ahmad, Kholid No,
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OYL"nulis sebuah buku tentang sejarah pelayanan pos di

lndonesia kiranya akan seketika menimbulkan pertanyaan

di benak orang mengenai berapa panjang subyek itu akan

ditulis. Hal ini dapat dipahami mengingat luas dan banyaknya

topik yang dapat dieksplorasi menjadi bagian-bagian yang

menarik di dalamnya, yang pada gilirannya akan membawa

implikasi pada hasil penulisan yang panjang.
Sesungguhnyalah, sejarah pos memang panjang serta kaya

dengan bahan-bahan untuk diolah. Namun demikian,

untunglah bahwa sejarah apapun selalu dapat ditulis secara

lebih pendek dariyang diinginkan secara ideal, di samping

dalam perspektif tertentu sehingga tidak dapat secara

semena-mena menambahkan cerita apa saja di dalamnya,

Demikianlah, buku ini ditulis dengan sejumlah

keterbatasan yang sebagian memang harus dilakukan karena

pemilihan perspektif yang khas, di samping karena

kemampuan dan kesempatan para penulisnya dalam

mengeksplorasi sumber-sumber yang tersedia secara lebih

optimal. Hasilnya adalah sebuah buku yang betapapun masih

banyak kekurangannya diharapkan cukup memadai untuk

melengkapi buku-buku lain tentang sejarah pos, baik yang

sudah maupun yang masih akan ditulis di masa depan. Cukup

kiranya untuk dikatakan di sini bahwa masih banyak hal yang

dapat ditulis mengenai sejarah pos di lndonesia.

Buku ini merupakan hasil kerja sebuah tim penulis

yang terdiri dari lmam Ahmad, Kholid Novianto, Purnawan

tus 2011
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Basundoro, Bahtiar Effendy, Tawaf T. lrawan, T' Syahrul

Ansari, Arbain Nurbawono serta Nasikhin Ahsanto' Sudah

barang tentu tim ini memperoleh berbagai bentuk dukungan

dan bantuan dari keluarga besar PT Pos lndonesia (Persero),

yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu karena

terlalu banyak jumlahnya. Termasuk di antaranya jajaran

direksi, pegawai, maupun para pensiunan PT Pos lndonesia,

baik di Bandung maupun kota-kota lain di lndonesia, di

mana para penulis melakukan wawancara untuk mencari

informasi dan bahan-bahan untuk penulisan buku ini. Begitu

pula dari warga masyarakat pengguna layanan pos serta

sejumlah filatelis di berbagai kota.

Kepada mereka semua para penulis mengucapkan

terima kasih yang sangat tulus, karena tanpa bantuan mereka

buku ini tidak mungkin dapat ditulis dan diterbitkan'

Jakarta, September 2010

Para penulis

vIl Melayani Rokyat Menioga Negara

PENDAHULUA

Krubih tlevi seked.ar sarctna korr,
surat-menyurat bahkart sudah nrcnj adi bag

manusia.((

ctr
./L emajuan teknologi informasiyang L

ke-21 initelah memanjakan masyarakat c

berkomunikasi yang tidak terbayan
katakanlah, tigapuluh tahun yang sil
komunikasi elektronik belum mengalar
secara mengagumkan sebagaimana kitr
Sementara komunikasi masih tetap merL

dasar dalam kehidupan bermasyarakat, 
5

mengemuka bukanlah antara ada al
komunikasi, melainkan seberapa cepat
dipertukarkan di antara pihak-pihak yan
Di samping itu, juga seberapa canggih s

komunikasi yang dipilih, yang pada 
1

berpengaruh pada kemudahannya untl
hingga tingkat tertentu, dinikmati. Saat ini
antar manusia sudah dalam bentuk ;
canggih, cepat dan praktis, sementara tigi
silam orang masih harus bersusah pay
sarana yang serba manual, lambat d

Masyarakat dewasa ini yang sudah
'berjiwa elektronik' cenderung untuk n
komunikasi yang sangat penting dan tidal
zamannya, yakni pos. Hingga sekitar dua
silam, sesungguhnya pos masih menjadis
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manusia.$

dr
JL emajuan teknologi informasiyang begitu cepat di abad
ke-21 initelah memanjakan masyarakat dengan kemudahan
berkomunikasi yang tidak terbayangkan bentuknya,
katakanlah, tigapuluh tahun yang silam ketika sarana
komunikasi elektronik belum mengalami perkembangan
secara mengagumkan sebagaimana kita lihat dewasa ini.
Sementara komunikasi masih tetap merupakan kebutuhan
dasar dalam kehidupan bermasyarakat, persoalan yang kini
mengemuka bukanlah antara ada atau tidak adanya
komunikasi, melainkan seberapa cepat komunikasi dapat
dipertukarkan di antara pihak-pi hak yang berkepentingan.
Di samping itu, juga seberapa canggih sarana dan bentuk
komunikasi yang dipilih, yang pada gilirannya sangat
berpengaruh pada kemudahannya untuk digunakan dan,
hingga tingkat tertentu, dinikmati. Saat ini sarana komunikasi

antar manusia sudah dalam bentuk audio-visual yang

canggih, cepat dan praktis, sementara tigapuluh tahun yang

silam orang masih harus bersusah payah menggunakan
sarana yang serba manual, lambat dan tidak praktis.

Masyarakat dewasa ini yang sudah menjadi semakin
'berjiwa elektronik' cenderung untuk melupakan sarana

komunikasi yang sangat penting dan tidak tergantikan pada

zamannya, yakni pos. Hingga sekitar duapuluh tahun yang

silam, sesungguhnya pos masih menjadi sarana komunikasi

Meldydni Rakldt Meniaga Negara



dan pertukaran informasi yang sangat dominan di seluruh

dunia, ketika manusia masih menggunakan kertas yang

ditulisi dengan tinta sebagai wahana komunikasi serta

dokumentasi buah pemikiran dan pengetahuannya' Cara

berkomunikasi dengan menggunakan kertas sebagai wahana

penyampaiannya yang disebut surat-saat ini semakin jarang

dimanfaatkan orang, karena sangat lambat dan tidak praktis

jika dibandingkan dengan surat elektronik (e-moll), pesan

pendek (short messoge service, atau SMS), atau berbicara

langsung melaluitelepon yang kini menjadi semakin mudah'

Masyarakat sudah semakin lupa bahwa di masa lalu surat

merupakan sarana komunikasi massal yang murah dan

handal, yang sangat populer karena dapat menjangkau

tempat-tempat yang sangat terpencil dan praktis tidak ada

alternatif lainnya. Pendeknya, masyarakat tidak dapat

dipisahkan dari surat-menYurat.

Lebih dari sekedar sarana komunikasi, surat-menyurat

bahkan sudah menjadi bagian dari kebudayaan manusia'

Dengan kata lain, kegiatan surat-menyurat juga sudah

menjadi sebentuk kesenian untuk mengekspresikan pikiran

dan perasaan penulisnya yang paling mendalam, sehingga

pada kasus-kasus tertentu surat menjadi dokumen sejarah

yang sangat berharga. Pada zamannya dahulu, surat sangat

ditunggu kedatanBannya, dan menunggu kedatangan surat

menjadi saat-saat yang mendebarkan. Tidak sedikit lagu

diciptakan dan dinyanyikan mengenai perasaan seseorang

setelah membaca surat, yang umumnya bertemakan cinta,

namun ini membuktikan bahwa surat sudah menjadi

fenomena sosia l-budaya yang universal.

Di balik surat-surat yang berseliweran dari dan ke

segala penjuru di tanah air, yang jumlahnya puluhan juta

per tahun, adalah PT Pos lndonesi
bertanggung jawab untuk mengump
mengangkut dan mengantarkannya k
masing. Perusahaan yang semula mer
dinas di bawah pemerintahan kolonial
sebagaimana diketahui, tidak hany:
mendistribusikan surat, tetapi juga men
uang masyarakat, paket serta barang-bari
surat kabar, majalah dan buku. Dr
sesungguhnya PT Pos merupakan sarana d
untuk masyarakat yang sangat penting,
itu dilindungi dan didukung penuh oleh
di masa kolonial Belanda maupun setelal
Republik lndonesia. Keb ija ka n seperr
pemerintahan semua negara di dunia, mer
dan strategisnya pelayanan pos tersebut, I

maupun perang. Karena itu pula pemerinti
menyatukan dinas pelayanan pos der
komunikasi iain yang penting waktu itu,,
telepon, sehingga terbentuklah Dinas I

Telepon (PTT), yang sejak tahun 1923 ber
Peranan penting dan strategis pela

untuk masyarakat oleh PTT cikal bakal i

boleh jadi dengan mudah dipahami di m
masya ra kat memang mutlak memerlr
Namun demikian, sesungguhnya pTT telal
peranan penting selama masa revolusi f
Republik lndonesia, bukan hanya sebaga
tetapi juga karena keterlibatan para p{
peperangan tersebut. Dengan kata lain,
strategis tidak pelak PTT memiliki kedud
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per tahun, adalah PT Pos lndonesia (Persero) yang

bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengolah,
mengangkut dan mengantarkannya ke alamat masing-
masing. Perusahaan yang semula merupakan salah satu

dinas di bawah pemerintahan kolonial Belanda tersebut,
sebagaimana diketahui, tidak hanya bertugas untuk
mendistribusikan surat, tetapi juga mengelola pengiriman

uang masyarakat, paket serta barang-barang cetakan seperti

surat kabar, majalah da,n buku. Dengan demikian,
sesungguhnya PT Pos merupakan sarana diseminasi informasi

untuk masyarakat yang sangat penting, yang oleh karena
itu dilindungi dan didukung penuh oleh pemerintah, baik
di masa kolonial Belanda maupun setelah berdirinya negara

Republik lndonesia, Kebijakan seperti ini dianut oleh
pemerintahan semua negara di dunia, mengingat arti penting

dan strategisnya pelayanan pos tersebut, baik di masa damai

maupun perang. Karena itu pula pemerintah kolonial Belanda

menyatukan dinas pelayanan pos dengan dua layanan
komunikasi iain yang penting waktu itu, yakni telegrap dan

telepon, sehingga terbentuklah Dinas Pos, Telegrap dan
Telepon (PTD, yang sejak tahun 1923 berpusat di Bandung.'

Peranan penting dan strategis pelayanan komunikasi

untuk masyarakat oleh PTT cikal bakal PT Pos lndonesia-
boleh jadi dengan mudah dipahami di masa damai, karena

masyarakat memang mutlak memerlukan komunikasi.
Namun demikian, sesungguhnya PTT telah pula memainkan
peranan penting selama masa revolusi fisik kemerdekaan

Republik lndonesia, bukan hanya sebagai sebuah lembaga

tetapi juga karena keterlibatan para pegawainya dalam
peperangan tersebut. Dengan kata lain, sebagai lembaga

strategis tidak pelak PTT memiliki kedudukan politik yang

(1)Departemen
Perhubungan-Direktorat
Jenderal Pos dan
Telekomunikasi, Selbroh Pos don
felekomunikosi di lndonesio: lilid
l, Mosa Pra Republik lJakana:
0epartemen Perhubungan-
Direkorat Jenderal Pos dan
Telekomunikasi, 1980), hlm. 114.
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informasiyang sangat dominan di seluruh

anusia masih menggunakan kertas yang

tinta sebagai wahana komunikasi serta

rah pemikiran dan pengetahuannya' Cara

engan menggunakan kertas sebagai wahana

r yang disebut surat-saat ini semakin jarang

ang, karena sangat lambat dan tidak praktis

rn dengan surat elektronik (e-rnoil), pesan

rcssoge service, atau SMS), atau berbicara

itelepon yang kini menjadisemakin mudah'

ah semakin lupa bahwa di masa lalu surat

ana komunikasi massal yang murah dan

angat populer karena dapat meniangkau

yang sangat terpencil dan praktis tidak ada

rya. Pendeknya, masyarakat tidak dapat

surat-menYurat.
sekedar sarana komunikasi, surat-menyurat

menjadi bagian dari kebudayaan manusia'

ain, kegiatan surat-menyurat juga sudah

.uk kesenian untuk mengekspresikan pikiran

enulisnya yang paling mendalam, sehingga

us tertentu surat menjadi dokumen sejarah

rharga. Pada zamannya dahulu, surat sangat

angannya, dan menunggu kedatangan surat

aat yang mendebarkan. Tidak sedikit lagu

dinyanyikan mengenai perasaan seseorang

lca surat, yang umumnya bertemakan cinta,

-'mbuktikan bahwa surat sudah menjadi

al-budaya Yang universal.

surat-surat yang berseliweran dari dan ke

r di tanah air, yang jumlahnya puluhan juta



amping itu, juga peranan pelayanan pos di

r yang sedang dilanda konflik politik dan

tuk menunjukkan bahwa pos senantiasa

n diterima dengan baik oleh semua pihak.

renguraikan sejarah PT Pos sebagai sebuah

u korporasi, Y?nB dimulai dari bentuk semula

3a kedinasan di bawah pemerintah kolonial

rbad ke-l-9, hingga akhirnya menjadi sebuah

ratas di abad ke-2L setelah beberapa kali
'ubahan status.

adanya buku ini diyakini bahwa rekaman

rs sekarang menjadi lebih lengkap, dan

syarakat dapat mengapresiasi kehadirannya

;ebagai perusahaan kurir pengantar surat

si yang adil terhadap PT Pos seperti ini sangat

asyarakat dewasa iniyang sudah mengalami

Jalam pemenuhan kebutuhan informasinya.

aksud untuk menunjukkan bahwa PT Pos -

kan sebuah korporasi - adalah perusahaan

ra misi politik, sosial, dan kebudayaan bagi

rbagaimana sudah terbukti dalam sejarah

cukup panjang.
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Pos Sebogai Oksigen Kehidupan
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mbicarakan peranan pos sebagai sarana komunikasi
di awal abad ke-2L boleh jadi akan dianggap sebagai berbicara

tentang sejarah, atau sesuatu yang akan segera menjadi
sejarah. Betapa tidak! Pos dalam peranan klasiknya sebagai

sarana pertukaran informasi dalam bentuk pengiriman surat-

surat dan dokumen, kini semakin kehilangan gengsi dan

kewibawaannya karena tergantikan oleh sarana lain.
Kemajuan teknologi informasi telah memberikan kemudahan

dan kecepatan yang mencengangkan lcepada masyarakat
untuk bertukar informasi secara jauh lebih efektif dan efisien.

Bahkan, bukan hanya pertukaran berita sepertiyang selama

ini dilakukan orang melalui kirim-mengirim surat, tetapijuga
gambar, suara dan video, yang dapat dilakukan dalam
hitungan detik, ke manapun di dunia ini sejauh terdapat
sarana untuk itu. Dalam kenyataannya, sarana tersebut -

seperangkat komputer yang disambungkan dengan jaringan

internet - semakin menyebar ke seluruh pelosok dunia,
dengan harga yang semakin murah.

Revolusi komunikasi ini terjadi tanpa dapat dielakkan
sebagai dampak dari kemajuan teknologi yang
memungkinkan manusia dapat mempertukarkan pesan dan
gagasannya dalam bentuk dan kecepatan elektronik. lmplikasi

t*



dari kemajuan teknologi ini membuat cara-cara pertukaran dikeluarkan pada tahun 1970 tersebut ada

informasi berupa kirim-mengirim pesan tertulis dalam bentuk, laporan hasil studi yang dilakukan oleh Cons

fisik (berupa surat atau dokumen) meniadi ketinggalan

zaman. Memang benar, kegiatan kirim-mengirim pesan

tertulis ini telah berkembang menjadi urusan yang sangat

penting bagi semua bangsa di dunia, karena terkait eral

dengan kehidupan manusia modern. Kemudian datang pula

waktunya ketika teknologi memberi kemudahan kepada

manusia untuk bergerak cepat menggunakan kendaraan

bermesin - baik
memungkinkan j

"sektor usaha" ya

setiap negara di dunia. Lebih penting dariposisinya sebagai

sektor usaha, pelayanan pos merupakan bagian dari

kewajiban pemerintah di semua negara di dunia untuk

menjamin agar setiap orang dapat menjalin komunikasi

dengan orang lain di mana pun mereka berada. Hin

tingkat tertentu dapat dikatakan bahwa pelayanan

merupakan cerminan dari tingkat kemajuan suatu

karena terkait dengan tingkat kecerdasan rakyatnya

kemudahan untuk berkomunikasi.

Mengingat peranannya yang sangat penting

sarana komunikasi masyarakat - karena masyara

me m persya ratka n ada nya korn u n i kasi bagi pa,ra

maka tidak mengherankan jika kalangan perposan

merasa optimistis bahwa jasa pelayanan ini masih a

berkembang sampai kapan pun. Suasana optimistis

masih sangat terasa paling tidak hingga akhir tahun 19

an seperti yang terbaca dengan jelas dalam sebuah

bertajuk "Memorandum on the Role of the Post os o

in Economic and Social Development." Dokumen

for Postol Studies untuk menilai keadaan pe

negara-negara berkembang, serta untul
rekomendasi yang berguna kepada merekz
menyatakan betapa pelayanan pos telah berp
pendorong dan pendukung perkembang
ekonomi melalui berbagai jenis layana
mengirimkan surat, mengantar barang, me

surat kabar, serta pengiriman uang. Dimual
contoh aspek positif keberadaan pos di br
yang menunjukkan bahwa pos -lebih dari apa
masyarakat awam- merupakan "instrumen
ekonomi yang efisien."'

Di bagian akhir memorandum tersek
pula mengenai pendapat bahwa telekomuni
lambat akan mengambil alih peranan p

pendapat ini, memorandum tersebut meml
menyitir sebuah hasil penghitungan proyeksi.
yang dilakukan di Prancis pada tahun L967 c

menyatakan bahwa penggunaan alat komu
(telepon, teleks, dan sebagainya) m
menggantikan surat-menyurat namun dalam 

.

menjadi semakin kecil jumlahnya dibandir
kebutuhan (surat-menyurat) yang menjadi s

Studi serupa juga dilakukan di Australia, lr
Belanda, Swiss serta Amerika Serikat walaupur
metode yang berbeda-beda, yakni ekstral
matematis dan penggunaan model ekonome
dan sebagainya. Semua studi tersebut
kesimpulan yang sama.

Pos Sebogdl Oksigen Kehidupan
2



:

r teknologi ini membuat cara-cara pertukarani dikeluarkan pada tahun 1970 tersebut adalah merupakan

rpa kirim-mengir.im pesan tertulis dalarn bernukt laporan hasil studi yang dilakukan oleh Consultotive Council

su.rat atau dokumen) menjadi ketinggalan, for Postotstudies untuk menilai keadaan pelayanan pos di

ang benar, kegiatan.kirim-mengirim pesant negara-negara berkembang, serta untuk membe.rikan

ah berkembang menjadi urusan yang sangat rekomendasi yang berguna kepada mereka. Dokumen ini

semua bangsa di dunia, kare,na terkait erat: menyatakan betapa pelayanan postelah berperanan sebagai

rpan manusia modern. Kemudian datang pula pendorong dan pendukung perkembangan sosial dan

:ika teknologi memberi kemudahan kepadar ekonomi melalui berbagai jenis layanannya, seperti

rk bergerak cepat menggunakan kendaraanr mengirimkan surat, mengantar barang, mendistribusikan

aik di darat, laut maupun udara - sehingga surat kabar, serta pengiriman uang. Dimuat pula berbagai

an jasa pelayanan:pos berkembang menjadi, contoh aspek positif keberadaan pos di berbagai negara

,, yang terhormat dan melekat pada eksistensi yang menunjukkan bahwa pos -lebih dari apa yang diketahui

didunia. Lebih penting dariposisinya sebagai masyarakat awam- merupakan "instrumen pembangunan

r, pelayanan pos merupakan bagian dari ekonomiyangefisien."'

lmerintah di semua negara di dunia untuk Di bagian akhir memorandum tersebut disinggung

la.r setiap orang dapat menjalin kom,u'nikasl pula mengenai pendapat bahwa telekomunikasi cepat atau

g lain di ma,na pun rnereka berada, Hingga lambat akan mengambil alih peranan pos. Terhadap

ntu dapat dikatakan bahwa pelayanan pos pendapat ini, memorandum tersebut membantah dengan

erminan daritingkat kemajuan suatu negara, menyitirsebuah hasilpenghitungan proyeksijangka panjang

t dengan tingkat kecerdasan rakyatnya serta yan8 dilakukan di Prancis pada tahun 1967 dan 1968, yang

rntuk berkomunikasi. menyatakan bahwa penggunaan alat komunikasi elektrik

rgat peranannya yang sangat penting sebagai (telepon, teleks, dan sebagainya) memang akan

unikasi rnasyarakat - ka,rena rfla,sldt0k€t menggantikan surat'menyurat namun dalam jangka panjang

rtkan adanya komunikasibagi para anggotanya. menjadi semakin kecil jumlahnya dibandingkan dengan

nengherankan jika kalangan perposan d,unia kebutuhan (surat-menyurat) yang menjadi semakin besar.

nistis bahwa jasa pe,layanan ini masih akan Studi serupa juga dilakukan di Australia, lnggris, Jepang,

sampai kapan pun. Suasana optimistis tersebut Belanda, Swiss serta Amerika Serikat walaupun menggunakan

:terasa paling tidak hingga akhir tahun 1950, metode yang berbeda-beda, yakni ekstrapolasi, analisa

rg terbaca dengan jelas dalam sebuah dokumen matematis dan penggunaan model ekonometris, riset pasar

tmorandum on the Role of the post os o Foctot dan sebagainya. Semua studi tersebut sampai pada

ond social Development." Dokumen yang kesimpulan yangsama.

Metdydnl R;d,ryatmenldgaN|{ddro Pos Sebdgdl Okslgen Kehidupdn

{L) Lihat "Memorandum on the
role ofthe post as a factor in
economic and social

development." Naskah ketikan
diambil dari majalah Unlon
Posto/e No.9, tahun 1970,

halaman 132A sampai 147A.
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I juga tidak akan sulit untuk mengucapkan:f
3i yang menemukannya.',
Jari siapa yang telah menemukannya, ya
rn pos sudah menunaikan tugas ya

-.h zamannya dengan sangat baik. Beta
sebuah sistem pelayanan yang dipakai
ros tidak lagi sekedar merupakan jasa tit
g, namun telah menjelma menjadi ke
rrsonal, tempat orang menaruh kepercayaan.
r, mengirimkan atau memposkan sepucuk
rnya seperti berdoa. Jika surat itu sampai di

berarti doa itu terkabul. Zaman keemasan
laib' itu sudah akan segera berakhir. Namun
temuan besar yang telah menjadi oksigen
masyarakat, pos akan tetap dipelihara di

uk keperluan yang berbeda, karena manusia
'a h nya.

--.*: 
j:*

=*d-:
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Pelayanan Total dan Kerinduon- pada Surat

(C 
Krbn rdnntt Pos [nrksnesic sudrrh metrylanttth dan

meng uas ai asp elc- asp ek so.sial.dan bu d ay a nta sy at u k-at.sc l1itl 0 tl c r t q an

.e ej ar ah hirlupny a y ctttl trtuni ang ( C

rh
l)'ada tahun 1994 seorang pemuda dari desa Sukosewu,

Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, gagal

mengikuti tes masuk Akademi Angkatan Bersenjata Rl

(Akabri) di MagelanB, YanB membuatnya sangat kecewa

karena cita-citanya untuk menjadi tentara tidak kesampaian.

Untunglah, kekecewaaan itu segera terobati ketika ia dan

kawan-kawannya yang gagal tes tadi ditawari untuk mengikuti

pendidikan di Sekolah Calon Bintara (Secaba) di Bandung,

yang dapat mengantarkannya menjadi tentara walaupun

melalui jalur yang berbeda. Tawaran tersebut diterimanya

dengan suka hati, mengingat keinginannya untuk menjadi

tentara sudah sangat mendalam. Sekarang ia menunggu

surat panggilan dari Bandung yang akan memberitahukan

kapan pendidikan itu akan dimulai' Sesungguhnya, pemuda

tersebut, yang bernama N, adalah penduduk desa Sukosewu,

namun karena suatu alasan ia menggunakan alamat

kerabatnya di desa Kotes, yang masih di Kecamatan

Gandusari.

Pada suatu hari, datanglah surat panggilan yang

ditunggu-tunggu tersebut di Kantor Pos Gandusari' Surat

tersebut adalah jenis surat tercatat yang bertanda R, dan

karena alamat si penerima berada di luar batas antar pos



mengantarkannya sampai ke alamat maka pihak pos ha
mengirimkan surat panggilan agar si penerima mengambil

pihak Kantor Pos Blitar untuk hadir sebagai :

demikian, kasus ini tidak berakhir samp€

setelah beberapa kali sidang N kemu

sendiri di kantor pos. Surat panggilan dari kantor pos te gugatannYa

diserahkan ke Kantor Kepala Desa Kotes untuk dite

[pforma.s[, bukan menjadi pihak yan;

aturan yang berlaku. Tetapi karena yang bersangkutan anggannya, namun tidak pelak kasus y

tinggal didesa tersebut, maka surat panggilan tersebut t tahun 1994 ini menjadi, ilustrasi yang san

kunjung disampaikan. Pihak kantor pos sampai m pa pentingnya pelayanan komunikasi

dapat diandalkan. lni berarti konsun

menerima surat panggilan itu dari komituwo (pejabat dikecewakan oleh hal-hal yang seharus

terjadi. Pelayanan pos pada waktu itu suda

,yang tidak terpisahkan dari kehiduS
setempat. Namun, hari itu ternyata adalah hari tera
diharapkan berada di Bandung untuk mendaftarkan d.i

Secaba. Sudah barang tentu N tidak mungkin untuk masyarakat, Y?flg menganggap keberac

ke Bandung pada hari itu juga, dan hal itu berarti bahwa keniscayaan. Dalam Posisi demikian sepet

Rupanya N sangat kecewa karena kehil

perjanjian kerja - suatu kegagalan dalam

dianggap sebagai wan prestasi yang da5

sampai ke.pengadilan. Kasus seperti itu bi

mpatan baik untuk menjadi tentara. Kekec
mendorongnya untuk menggugat

kepala desa Kotes di Pengad
dakha.dirannYa, daPat membuat msejumlah uang. Alasan gugatannya adalah

kiranya untuk dicatat bahwasetempat telah la lai untuk segera menyampaikan s
Pos I ndonesia sudah memiliki 6.605panggilan terseb ut, sehingga

r di seluruh lndonest a, dalam bng ia
termasuk kantor pos besar, kantor pos t
pos pembantu dan rumah Pos. Denga

idamkannya anti rugi uang ya tuntutnya ada
sejumlah keseluruhan gaji yang akan d

menjangkau sampai ke wilayah kecamat

mengantarkan 593.37L.000 buah kiriman

yang terdiri dari berbagaijenis surat, surat

tentara dari mulai masuk hingga pensiun. Kasus ini
isidangkan di Pengadilan Negeri Blitar dan sempat

Mel oyani Raky ot Menlaga PelayandnTotdl don Kerlnduan podo surdt

sehingga pihak pos tidak berkewajiban

kepada N oleh aparat desa bersangkutan, sesuai

kehilangan
untuk menjadi tentara



'lak pos tidak berkewajiban untu
rya sampai ke alamat maka pihak pos ha

rat panggilan agar si penerima mengambil

pos. Surat panggilan dari kantor pos te
(antor Kepala Desa Kotes untuk diteruska

aparat desa bersangkutan, sesuai denga
'laku. Tetapi karena yang bersangkutan tid
ersebut, maka surat panggilan tersebut
aikan. Pihak kantor pos sampai mengirim
n tiga kali, dan baru pada kali itulah
panggilan itu dari kamituwo (pejabat d

un, hari itu ternyata adalah hari terakhir
ada di Bandung untuk mendaftarkan diri
barang tentu N tidak mungkin untuk pe

la hari itu juga, dan hal itu berarti bahwa
rk memenuhi cita-citanya untuk menj

N sangat kecewa karena kehilanga
ik untuk menjadi tentara. Kekecewaa

)rongnya untuk menggugat kamituwo
es di Pengadilan dengan meminta ganti

Alasan gugatannya adalah karena kam

lalai untuk segera menyampaikan su

:but, sehingga N kehilangan kesem

i tentara sebagaimana yang ia idam
anti rugi uang yang dituntutnya adala
rruhan gaji yang akan diterimanya seb

ai masuk hingga pensiun. Kasus ini kemud

:ngadilan Negeri Blitar dan sempat

pihak Kantor Pos Blitar untuk hadir sebagai saksi ahli. Namun

demikian, kasus ini tidak berakhir sampai selesai karena

setelah beberapa kali sidang N kemudian mencabut

gugatannya.1

Sekalipun kantor pos, sebagai penyedia layanan

informasi, bukan menjadi pihak yang digugat oleh

pelanggannya, namun tidak pelak kasus yang terjadi pada

tahun L994 ini menjadi ilustrasi yang sangat baik tentang

betapa pentingnya pelayanan komunikasi yang lancar dan

dapat diandalkan. lni berarti konsumen tidak akan

dikecewakan oleh hal-hal yang seharusnya tidak boleh

terjadi. Pelayanan pos pada waktu itu sudah menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari

masyarakat, yang menganggap keberadaannya sebagai

keniscayaan. Dalam posisi demikian seperti halnya sebuah

perjanjian kerja - suatu kegagalan dalam pelayanan dapat

dianggap sebagai wan prestasi yang dapat diperkarakan

sampai ke pengadilan. Kasus seperti itu barang tentu tidak

banyak terjadi, namun hal itu mengindikasikan bahwa

masyarakat sudah menganggap bahwa pelayanan pos sudah

menjadi seperti "oksigen" bagi masyarakat, yang

ketidakhadirannya dapat membuat masyarakat sakit.

Perlu kiranya untuk dicatat bahwa pada tahun itu,

1.994, Pos lndonesia sudah memiliki 6'605 buah kantor pos

yang tersebar di seluruh lndonesia, dalam berbagaia kategori,

termasuk kantor pos besar, kantor pos tambahan, kantor

pos pembantu dan rumah pos' Dengan jaringan yang

menjangkau sampai ke wilayah kecamatan, mereka telah

mengantarkan 593.37L.000 buah kiriman pos dalam negeri,

yang terdiri dari berbagai jenis surat, surat kabar dan barang

(1) Wawancara dengan
Suwartono, Blitar, 1 Juni 2009
dan 2 Agustus 2009, dan dengan

lwan Gunawan, Surabaya, 22

April 2009 dan 5 Agustus 2009.

Pada tahun L994 Suwartono
adalah pegawai di Kantor Pos

Gandusari, Blitar, sedangkan
lwan Gunawan adalah Pengawas
Kantor Pos Pembantu di (antor

Pos Blitar Sekarang Suwartono
adalah Kepala Kantor Pos

Pembantu Kesamben, Blitar,
sedangkan lwan Gunawan
adalah Manajer Humas Wilpos
VII di Surabaya, lnformasi rinci
mengenai kasus ini, seperti
kapan persidangan pengadilan
dilakukan, berapa jumlah

tuntutan ganti rugi serta
mengapa gugatan itu dicabut,
sudah tidak diingat lagi baik oleh

Suwartono maupun Iwan
Gunawan, Menurut Suwartono
pada tahun berikutnya N

berhasil masuk dan mengikuti
pendidikan di Secaba dan kini
berdinas sebagai tentara.
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Bab 3

Proklamasi PTT

$Mrr 
Soeharto dan R. Dijar memiliki ntcrkna simbolik tlortg

antat besar sebagai representosi kekuatan insan P'f'I'
di selunth Indorrcsia clalarn prose.s "Indonesianisnsrl"

inf asu"uktur komunikasi dari tangl an pe4i ajah
ke bangsa Indonesia.((

fi', .rof rsi kemerdekaan berakar darisebuah kalimat sakti

ng tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan yang

ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta yang
mengatasna ma kan ba ngsa I ndonesia. Ka limat sakti tersebut
adalah "pemindahan kekuasaan secara seksama dalam

tempo yang sesingkat-singkatnya." lnti dari proklamasi selain

pernyataan bahwa bangsa lndonesia telah merdeka, adalah

bagaimana kekuasaan politik yang semula dikendalikan oleh

bangsa asing kemudian dikembalikan kepada bangsa

lndonesia dan dikendalikan oleh rakyat lndonesia sendiri.
Proses pemindahan kekuasaan itulah yang kemudian

harus ditempuh melalui sebuah jalan yang amat panjang

dan berliku-liku. Ketika proses tersebut baru saja akan

dimulai, sebuah rintangan yang amat berat telah
menghadang. Belanda yang telah bercokol begitu lama di

bumi lndonesia tentu saja tidak rela jika sebuah wilayah

maha kaya yang telah berfungsi menjadi sebuah "gabus

tempat mengapung" bangsa yang tidak punya sumberdaya
yang memadaitersebut lepas begitu saja ketika Bala Tentara

Jepang menyerah. Mereka tidak rela, dan ketidakrelaan
rsebut telah membawa mereka pulang kembali ke

ng pertomo di lndonesio.
En.x*

ndonesia beberapa saat setelah Jepang menyerah dengan
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menumpang pasukan Sekutu yang memiliki legitimasi u

masuk ke wilayah lndonesia dengan alasan membe
para tawanan Jepang.

Masuknya pasukan Belanda tersebuttelah mema

reaksi yang amat keras dari rakyat lndonesia !?fl9 rn

bahwa bangsanya telah merdeka dan sedang melaku
proses pemindahan kekuasaan secara seksama. Maka, ti
ada cara lain, segenap elemen bangsa bahu-memba

Sejak hari-hari pertama revolusi d

sudah terlihat adanya dua persepsi mer

suatu revolusi akan digerakkan serta dike

pertama berpendirian bahwa walaup

berwujud perubahan cepat dan mendas

bidang, namun agar tetap bersifat konstrt

tetap dikendalikan oleh akal sehat dan k

Katakanlah persepsi ini sebagai sikap ref

bagi hukum, tata tertib, dan diplomasi.

Persepsi kedua berPendirian ba

sungguh-sungguh akan bersifat revo

merupakan suatu penjungkirbalikkan

segala nilai lama sampai ke akar-akarr

puing tatanan yang lama itulah akan diba

yang sama sekali baru. Sikap ini dapat

ultra.radikal terhadap revolusi. Revolul

gerakan yang keras dan bersenjata.l

lnsan Djawatan PTT mengambilj

sebagai langkah untuk memperjuangkar

tersebut sebagai bagian dari bangsa lt

damai bisa dilaksanakan maka prose

Kantor Djawatan PTT beserta selurul

dilaksanakan secara damai, tetapijika k

agar proses pengambilalihan Kantor I

dengan kekerasan maka uPaYa ters€

terakhir yang memang harus dilakuk

berbeda kadang dilakukan pada tempi

kadang juga dilakukan pada tempat-tel

mempertahankan tanah air yang telah menjadi ha terhadap revolusi tersebut. Para Pen6

karena proklamasi telah dikumandangkan. Tidak ada ja berpendapat bahwa di dalam revolusijugi

lain kecuali mengangkat senjata, mempertahan
kemerdekaan. Maka meletuslah revolusi kemerdeka
revolusi untuk mempertahankan martabat bangsa yang a

dikangkangi kembali oleh penjajah.

Jika segenap elemen bangsa serentak bergerak bah

mem ba hu memperta ha n ka n kemerdekaan, bagai ma na insa

Pos terlibat dalam revolusi besar tersebut? Pos, saat
lazim disebut Djawatan Pos, Telegrap, Telepon (Djawata

PTT) adalah institusi sipil yang bertugas mendisemin
informasi dari dan ke semua elemen masyarakat. Ma

lembaga ini sebenarnya tidak didisain untuk terlibat dala

sebuah perang. Namun Djawatan PTT memperoleh legitimasi

untuk terlibat dalam perang manakala perang terseb
merupakan bagian dari sebuah revolusi untuk melepaska

diridaricengkeraman bangsa asing. Revolusi harus diduku
oleh semua elemen bangsa agar upaya mempertahanka
kemerdekaan memperoleh energi yang maksimal. Ma
Djawatan PTT pun memiliki keabsahan untuk terjun dala

medan pertempuran karena bangsa lndonesia sedang dal

kancah revolusi.

Melaydnl Rakyat Menldga Negdru Proklamdsl PTT
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n Sekutu yang memiliki legitimasi untuk

rdonesia dengan alasan membereskan
ob.

.rkan Belanda tersebut telah memaniing

rras dari rakyat lndonesia yang merasa

Sejak hari-hari pertama revolusi dalam tahun 1945

sudah terlihat adanya dua persepsi mengenai bagaimana

suatu revolusi akan d igerakkan serta dikendalikan. Persepsi

ama berpendirian bahwa walaupun revolusi akan

herwujud perubahan cepat dan mendasar dalam berbagai
elah merdeka dan sedang melakuka dang, namun agar tetap bersifat konstruktif revolusi harus

kekuasaan secara seksama. Maka, tidak

nap elemen bangsa bahu-membahu
p dikendalikan oleh akal sehat dan kepala yang dingin.

kanlah persepsi ini sebagai sikap reformis dan realistis
:anah air yang telah menjadi haknya rhadap revolusi tersebut. Para penganut persepsi ini
elah dikumandangkan. Tidak ada jalan bahwa di dalam revolusijuga masih ada tempat
gangkat senjata, mempertahanka hukum, tata tertib, dan diplomasi.

Persepsi kedua berpendirian bahwa bila revolusira meletuslah revolusi kemerdekaan,

rertahankan martabat bangsa yang akan

i oleh penjajah.

rlemen bangsa serentak bergerak bahu-

ahankan kemerdekaan, bagaimana insan

sungguh-sungguh akan bersifat revolusioner, ia harus

nan yang lama itulah akan dibangun suatu tatanan
revolusi besar tersebut? Pos, saat itu a sekali baru. Sikap ini dapat dikatakan sebagai
atan Pos, Telegrap, Telepon (Dja radikal terhadap revolusi. Revolusi dimaknai sebagai
si sipil yang bertugas mendiseminasi

ke semua elemen masyarakat. Maka
'nya tidak didisain untuk terlibat dalam

rakan yang keras dan bersenjata.l

PTT mengambil jalan kedua-duanya

memperjuangka n eksistensi lembaga
un Djawatan PTT memperoleh legitimasi tersebut sebagai bagian dari bangsa lndonesia. Jika jalan
m perang manakala perang terse

lari sebuah revolusi untuk melepa

n bangsa asing. Revolusi harus didukung

r bangsa agar upaya mempertah agar proses pengambilalihan Kantor Djawatan PTT harus
peroleh energi yang maksimal. Maka,, engan kekerasan maka upaya tersebut adalah ikhtiar
nemiliki keabsahan untuk terjun dal akhir yang memang harus dilakukan. Dua jalan yang
r karena bangsa lndonesia sedang da rbeda kadang dilakukan pada tempat yang sama tetapi

kadang juga dilakukan pada tempat-tempat yang berbeda.

'merupakan suatu penjungkirbalikkan dan pendobrakan

segala nilai lama sampai ke akar-akarnya. Di atas puing-

(1) Moerdiono, "Sebuah
Refleksi ldeologis tentang
Revolusi Nasional
lndonesia," dalam Taufik
Abdullah (ed.), Denyut Nadi
Revolu si I ndo nesid, lJakarta:
Gramedia, 1997), hlm. 4.
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ahwa banyak sanak saudara Yang

layah di seluruh kawasan lndonesia

:an jasa Pos untuk berkirim kabar

Hal inilah yang tidak disadari oleh

ka hanya berpikir bahwa teritori
h pendudukan, masalah aPakah

berkirim surat atau barang lain

menjadi prioritas mereka. lntinya

blik lndonesia harus lenyap dan akan

rderal yang dibentuk oleh Belanda'

3inkan agar prangko Hindia Belanda

dan digunakan untuk seluruh

rik di wilayah Republik mauPun

It tentu saja sangat menYakitkan

r. Mereka adalah orang-orang Yang

:inggi dan memiliki jiwa nasionalisme

-kobar. Perundingan yang berlarut-

nsi PTT pun akhirnya menemuijalan

:mbali kepada masing-masing Komite

ue) dari perundinga n Renville. Ketika

rgan tersebut berakhir masalah PTT

ata sepakat. Dengan demikian maka

ukan tentara Belanda di lndonesia

yelenggaraan PTT di seluruh wilayah

lepublik lndonesia yang mencakuP

esia dan PTT Federalyang mencakuP

tdukan.***
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Bob 4

Pos di Medon Perang

6 ( n ohkon ke.tika zamen p enj aj ahan Jep ang

fung si P o s s eb ag ai p e ny el eng 
.c1 

ar a t abung an P o s

men g alahkttn p er an b ank,
b aik bank peiterintah 

^ouprrn 
b ank sw asta.( (

()
.rJ it<a perjuangan pada masa revolusi dimaknai sebagai

p'-erjuangan untuk mempertahankan seratus persen

kemerdekaan lndonesia maka secara praktis perjuangan

tersebut tidak hanya dilakukan melulu dengan mengangkat

senjata. Sektor penting yang juga harus dimerdekakan seratus

persen adalah stabilitas perekonomian pada masa peralihan

tersebut. Khalayak paham betul bahwa selama lndonesia

dijajah oleh Belanda hampir seratus persen sistem
perekonomian kita sangat tergantung pada penjajah Belanda.

Ketika lndonesia berada dalam kontrol pemerintah
pendudukan Jepang, kondisi perekonomian bertambah

memburuk karena banyak sektor ini yang tidak diurus

secara serius. Djawatan PTT, yang di dalamnya termasuk

fungsi-fungsi Pos, pada masa penjajahan turut terlibat
aktif dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian lndonesia

sebagai penyelenggara tabungan masyarakat. Bahkan

ketika zaman penjajahan Jepang fungsi Pos sebagai
penyelenggara tabungan Pos mengalahkan peran bank,

baik bank pemerintah maupun bank swasta.l Fungsi-fungsi

ini berlanjut sampai lndonesia merdeka. Kisah

pendistribusian Oeang Republik lndonesia (ORI) pada awal

kemerdekaan menjadi kisah tersendiri yang melibatkan insan

Pos pada proses tersebut.2

l7l Soeoro Asio , 14 Marcl 7944 .

(2) Salah satu kisah menarik
mengenai perjuangan insan Pos

dalam mendistribusikan oRI
diceritakan oleh Toekoel
Hadiwirjanto di Yogyakarta pada

tanggal 14 April 2009.

l,ln

$,

iE .$

[:
ii '.
h-,

,li

at

t

t



(3) Soemitro
0jojohadi koesoemo, Beberopo
Sool Keoeongon, lDjakarta: TP,

79471, hlm.27.

(4) Makloemat Presiden Rl, No.
1^0, tanggal 3 Oktober 1945.

Salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa

lndonesia setelah pernyataan kemerdekaan pada tanggal

L7 Agustus 1945 adalah kekacauan ekonomiyang luar biasa

serta kerusakan infrastruktur yang terjadi di mana-mana.
Kemiskinan dan kelangkaan barang terjadi di hampir setiap

wilayah lndonesia. Hiperinflasi juga tidak dapat dielakkan.

Sumber inflasi adalah beredarnya mata uang rupiah Jepang

secara tidak terkendali. Peredaran mata uang Jepang di

masyarakat diperkirakan sekitar 4 milyar rupiah. Jumlah

tersebut kemudian bertambah ketika pasukan Sekutu
berhasil menduduki beberapa kota besar di lndonesia dan

menguasai bank-bank. Dari bank-bank itu diedarkan uang

cadangan sebesar 2,3 milyar untuk tujuan operasi dan

membiayai para pegawai dalam rangka mengembalikan
pemerintah kolonial Belanda.

Pada awal kemerdekaan Pemerintah Republik
lndonesia tidak segera dapat menyatakan bahwa mata uang
pendudukan Jepang tidak berlaku. Hal ini disebabkan negara

sendiri belum memiliki mata uang sebagai pengganti. Kas

pemerintah kosong, pajak-pajak dan bea masuk lainnya
sangat berkurang, sebaliknya pengeluaran negara makin
besar.3 Untuk sementara waktu kebijakan yang diambil oleh
pemerintah adalah mengeluarkan penetapan yang
menyatakan berlakunya beberapa mata uang sebagaitanda
pembayaran yang sah di wilayah Rl. Yang dinyatakan berlaku

adalah tiga macam mata uang, yaitu mata uangDe Javasche

Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata

uang pendudukan Jepang.4

Sebagai akibat inflasi yang paling menderita adalah
petani, karena pada zaman pendudukan Jepang, petani

144 Meldydni Rdkyot Meniagd Negdru

adalah produsen yang paling banye

memiliki mata uang Jepang. Usaha

mengatasi kesulitan moneter perl
melakukan pinjaman nasional. De

dari Badan Pekerja Komite Nasioni
(BP KNIP), Menteri Keuangan Surachr
pinjaman yang direncanakan
Rp. 1.000.000.000 (satu milyar ru

dalam dua tahap. Pinjaman akan

selambat-lambatnya dalam jangka w;
Juli 1945 seluruh penduduk Jawa dan

menyetor uangnya kepada Bank I
rumah-rumah pegadaian. Pinjama
pertama berhasil menghimpun dana seb

(lima ratus juta rupiah).s

Ketika kondisi keuangan Per

lndonesia belum teratasi, ternyata pih

Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford

berlakunya uang baru di wilayah yang di

baru itu dikenal sebagai uang Net/

Administration (NICA). Uang N/CA ini

mengganti mata uang Jepang yang ni

merosot. Maklumat penggantian yang

6 Maret 1946 tersebut memicu prot

Sutan Sjahrir, karena tindakan Sek

melanggar persetujuan yang telah
persetujuan itu dinyatakan bahwa

penyelesaian politik mengenai status I

dikeluarkan mata uang baru untuk me

ekonomi dan keuangan.

Pos di Medon Perdng,
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rn besar yang dihadapi oleh bangsa

rataan kemerdekaan pada tanggal

kekacauan ekonomiyang luar biasa

uktur yang terjadi di mana-mana.

aan barang terjadi di hampir setiap

rinflosi juga tidak dapat dielakkan.

rredarnya mata uang ruPiah JePang

. Peredaran mata uang JePang di

rn sekitar 4 milYar ruPiah. Jumlah

rrtambah ketika Pasukan Sekutu

)erapa kota besar di lndonesia dan

Dari bank-bank itu diedarkan uang

milyar untuk tujuan oPerasi dan

vai dalam rangka mengembalikan

erdekaan Pemerintah RePubli

lapat menyatakan bahwa mata

rk berlaku. Hal ini disebabkan negara

mata uang sebagai Pengganti. Kas

ajak-pajak dan bea masuk lainnYa

aliknya pengeluaran negara makin

:a waktu kebijakan yang diambiloleh

mengeluarkan PenetaPan Ya

a beberapa mata uang sebagai

li wilayah Rl. Yang dinYatakan

la uang, yaitu mata uang De

rerintah Hindia Belanda, dan m

nflasi yang Paling menderita ada

zaman pendudukan JePang,

landa.

ang.4

adalah produsen yang paling banyak menyimpan dan
memiliki mata uang Jepang. Usaha pemerintah untuk
mengatasi kesulitan moneter pertama-tama adalah
melakukan pinjaman nasional. Dengan persetujuan
dari Badan Pekerja Komite Nasional lndonesia pusat
(BP KNIP), Menteri Keuangan Surachman, melaksanakan
pinj'aman yang direncanakan akan berjumlah
Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), yang dibagi
dalam dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 40 tahun. pada

Juli 1.946 seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan
menyetor uangnya kepada Bank Tabungan pos dan
rumah-rumah pegadaian. pinjaman Nasional tahap
pertama berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 500.000.000
(lima ratus juta rupiah).s
- Ketika kondisi keuangan pemerintah Republik

lndonesia belum te
Letnan Jenderal Sir

rratasi, ternyata pihak Sekutu di bawah
Montagu Stopford mempermaklumkan

rlakunya uang baru di wilayah yang diduduki Sekutu. Uang
u itu dikenal sebagai uang Nefherland lndies Civit

istration (NICA). Uang N/CA ini dimaksudkan untuk
mata uang Jepang yang nilainya sudah sangat

. Maklumat penggantian yang diumumkan tanggal
1946 tersebut memicu protes perdana Menteri

Sjahrir, karena tindakan Sekutu tersebut telah
nggar persetujuan yang telah disepakati. Dalam

ujuan itu dinyatakan bahwa selama belum ada
lesaian politik mengenai status lndonesia, tidak akan

n mata uang baru untuk menghindari kekacauan
nomi dan keuangan.

(5) Djojohadikoesoemo,
op.cit., hlm.27.

Mel dy dnl RakY ot Menidgd
Perdng 145



'tlos 6ilot uupiaquad lDlo lobpqas uo)
6uDda{ buon uo\JUpueu lJtuo loiloa 'nJoE tosad !

:r

,,{

1i"
*
}

",1 {

.t

I

i

I

ffi

I'

I

aa

i[

ru
I

f



Bab S

Menjaga Negara
di Wilayah Konflik

$ Arlo nry p el uy an cm I>o s s e stn u7 q til t rtry ti .i r u1 a n rct t.t p olcu n
silnbol kehadiran naqfi'o U{tnq s?cerapolitu sunqut penthry((

rT
ff'ada dasarnya berlaku asumsi bahwa pelayanan pos

adalah sesuatu yang netral, dalam arti disediakan untuk
masyarakat secara umum: siapa saja, di mana saja dan dalam

situasi apa saja, baik damai maupun perang, karena
komunikasiantar manusia memang diperlukan dalam segala

keadaan. Namun demikian, keterlibatan PTT dalam
peperangan untuk mempertahankan negara Republik
lndonesia dipastikan tidak dilakukan dengan hati dan pikiran
yang netral. Revolusi sosial dan politik yang telah melahirkan
sebuah negara sudah tentu menciptakan suasana kehidupan
yang jauh lebih rumit dan emosional dibandingkan dengan

sekedar kebutuhan untuk berkomunikasi. Dalam peperangan

tersebut PTT tidak sekedar menjadi pelayan, namun
juga pelaku revolusi, dalam arti bahwa mereka ikut
bertanggung-jawab bersama-sama dengan komponen
bangsa yang lain- atas hasilyang dicapai melalui pergolakan

selama empat tahun tersebut: yaknitetap tegaknya negara

Republik lndonesia.

Perang kemerdekaan merupakan periode yang sangat

penting dalam perjalanan hidup Pos lndonesia karena pada

saat itu mereka tidak hanya bekerja secara profesional
sebagai penyedia sarana komunikasi, tetapi juga sebagai
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lembaga perjuangan yang peduli pada nasib politik

bangsanya. Sebagai lembaga yang sangat penting dan

strategis di masa damai maupun peranS, mereka menyadari

bahwa keterlibatan mereka dalam revolusi kemerdekaan

sangatlah menentukan. Meskipun benar bahwa keberhasilan

revolusi kemerdekaan ditentukan oleh banyak faktor dan

pihak, namun kiranya jelas bahwa faktor komunikasi

merupakan salah satu yang paling penting, persis karena

komunikasi dibutuhkan dalam situasi apa pun juga.

Keterlibatan Pos lndonesia dalam revolusi kemerdekaan

membuktikan bahwa mereka adalah juga sebuah 'lembaga

perjuangan' yang diperlukan kehadirannya dalam segala

situasi kehidupan masyarakat, termasuk di tengah-tengah

konflik sebagaimana terjadi di sejumlah wilayah di lndonesia.

Dalam perjalanan sejarahnya yang sudah lebih dari

60 tahun merdeka, lndonesia mengalami sejumlah konflik

domestik bersenjata yang merepotkan pihak pemerintah

pusat diJakarta. Konflik-konflik yang disulut oleh keinginan

suatu daerah untuk melepaskan diri dari negara Republik

lndonesia ini, akhirnya berkembang menjadi perlawanan

bersenjata yang mengakibatkan masyarakat setempat hidup

dalam suasana 'setengah perang,' lni adalah peperangan di

mana kawan dan lawan tidak dapat diidentifikasi dengan

jelas, yang memaksa siapa pun yang terlibat di sana harus

lebih berhati-hati dalam bertindak. Situasi seperti ini dialami

oleh Pos lndonesia yang bertugas sebagai penyelenggara

pelayanan Pos untuk masyarakat yang netral, bukan sebagai

pelaku peperangan yang memihak seperti di masa revolusi.

Pengalaman yang menyulitkan ini terutama terjadi diAceh

r8z Meldydnl Rakydt Menlo$o Negdrd

pada tahun 1990-an ketika keteganE

dan meluas. Dalam situasiyang mem
dalam posisiterjepit karena kerap k
pihak yang bermusuhan, yakni ter
pemberontak. Belum lagi pemeras:
yang disebut "Orang Tidak di-Kenal'

Terlepas dari penderitaan r

daerah konflik, kehadiran pos di sa

berfungsi sebagai sarana penyamb

anggota masyarakat, tetapi juga s

penjaga persatuan nasional. Hal i

pemberontak Aceh, walaupun ser
mengancam, masih tetap mengizinka

disana, sekalipun mereka meminta n

"Pos Aceh" atau "Pos Untuk Semui
lndonesia." Penerimaan mereka terh
sana kiranya jelas karena peranannya

tetapi lebih jauh hal itu bermakna b;

disatukan oleh pelayanan pos. Fakta ir
adanya pelayanan Pos sesungguhnya j
kehadiran negara yang secara po
Menerima pelayanan Pos berarti menr
yang mengelola Pos. Dengan demikir

n caranya sendiri yang khas dar

menjaga keutuhan sosial sebuah ne6

politik negara sedang bermasalah.
wilayah yang sedang dilanda konflik
Timor Timur, ketika daerah itu mas

akhirnya muncul sebagai negara
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rng peduli Pada nasib Politik

baga yang sangat Penting dan

lupun perang, mereka menYadari

ka dalam revolusi kemerdekaan

:skipun benar bahwa keberhasilan

:entukan oleh banYak faktor dan

elas bahwa faktor komunikasi

ng paling Penting, Persis karena

r dalam situasi aPa Pun juga'

;ia dalam revolusi kemerdekaan

'eka adalah juga sebuah'lembaga

rkan kehadirannYa dalam segala

'akat, termasuk di tengah-tengah

Ji di sejumlah wilayah di lndonesia'

sejarahnYa Yang sudah lebih dari

resia mengalami sejumlah konflik

rg merepotkan Pihak Pemerintah

<onflik yang disulut oleh keinginan

epaskan diri dari negara RePublik

rerkembang menjadi Perlawanan

batkan masYarakat setemPat hiduP

r perang.' lni adalah peperangan di

tidak dapat diidentifikasi dengan

pa pun yang terlibat di sana harus

bertindak. Situasi seperti ini dialami

3 bertugas sebagai PenYelenggara

syarakat yang netral, bukan sebagai

I memihak seperti di masa revolusi'

ulitkan ini terutama terjadi di Aceh

pada tahun 1990-an ketika ketegangan semakin meningkat

dan meluas. Dalam situasiyang membingungkan, Pos berada

dalam posisiterjepit karena kerap kali dicurigai oleh kedua

pihak yang bermusuhan, yakni tentara pemerintah dan

pemberontak. Belum lagi pemerasan oleh oknum-oknum
yang disebut "Orang Tidak di-Kenal" atau OTK.

Terlepas dari penderitaan yang mereka alami di

daerah konflik, kehadiran Pos di sana bukan hanya telah

berfungsi sebagai sarana penyambung komunikasi antar

anggota masyarakat, tetapi juga secara politis, sebagai

penjaga persatuan nasional. Hal ini terasa ketika para

pemberontak Aceh, walaupun sering mengganggu dan

mengancam, masih tetap mengizinkan Pos untuk beroperasi

disana, sekalipun mereka meminta mobil-mobil Pos ditulisi

"Pos Aceh" atau "Pos Untuk Semua," sebagai ganti "Pos

lndonesia." Penerimaan mereka terhadap pelayanan Pos di

sana kiranya jelas karena peranannya yang tidak tergantikan,

tetapi lebih jauh hal itu bermakna bahwa lndonesia masih

disatukan oleh pelayanan Pos. Fakta inimembuktikan bahwa

adanya pelayanan Pos sesungguhnya juga merupakan simbol

kehadiran negara yang secara politis sangat penting.

Menerima pelayanan Pos berarti menerima kehadiran negara

yang mengelola Pos. Dengan demikian, sesungguhnya Pos

dengan caranya sendiriyang khas dan elegan telah berhasil

menjaga keutuhan sosial sebuah negara, walaupun secara

politik negara sedang bermasalah. Hal ini penting untuk

wilayah yang sedang dilanda konflik seperti Aceh dan juga

Timor Timur, ketika daerah itu masih bergolak sebelum

akhirnya muncul sebagai negara baru, Timor Leste.

Melayonl Rol<Yat Mentdgd N€8dto frenlaga Negara dlWllayah Kitnfltk t83
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Bab 6

Mengelola Pos di Masa Kolonisl
$ Kantor pos pertama clidirikan oleh GtLlterruLr ,Iencleral

GW Baronuan Imhof pada z6 Agttstus t746. Tujuan atualntla
lnny a demi nrcnjamht keamanon sur'or-su rat. ((

) ejarah pengiriman pesan tertulis atau surat di lndonesia
pada dasarnya dapat dilacak hingga masa kerajaan-kerajaan

klasik di Nusantara. Tradisi pengiriman pesan tertulis itu
tumbuh seiring dengan kebutuhan raja-raja tradisional untuk

mengkonsolidasikan kekuasaannya yang sudah tidak
mungkin lagi dilakukan secara tatap muka. Mereka
harus mengirim surat kepada vqssol (kepala perdikan)
yang dikuasainya, ataupun juga berkorespondensi dengan

penguasa kerajaan-kerajaan lain. Pada masa klasik ini,

belum dikenal fungsi pemerintahan dalam bidang
pengiriman surat.

lnstitusi pos seperti yang kita kenal sekarang ini,

bukanlah evolusi dari sistem yang berkembang pada masa

klasik tersebut. Akar-akar sejarahnya justru berasal dari
pemerintahan kolonial Belanda yang pengaruhnya hingga

kini masih terasa. Hal itu terlihat dari sistem pengiriman,

sistem administrasi hingga sistem pendidikan dinas pelayanan

ini. Karena besarnya pengaruh masa kolonial ini, maka setiap

upaya untuk memahami karakter perusahaan ini, mau tidak

mau, harus menengok masa lalu, saat cetak biru institusi
pos diletakkan oleh pemerintahan kolonial.

Dengan alasan ini, bab ini akan melacak lebih
jauh dan mendalam, akar-akar sejarah pos di

lndonesia, khususnya pada masa kolonial dan masa

pendudukan Jepang.

Kantor

il

v

I



")Hffi'r"#:il1'#iii.i3[1 yang cukup lama, sekitar 9 bulan. Sedangkan perjalanan
Pembactan, (Jakana: Gramedia,

Zaman Belanda

lnstitusi pengiriman surat, sudah dikenal sejak masa

VOC berkuasa di Nusantara. Kita ketahui, VOC adalah sebuah

perusahaan dagang Belanda yang berperan sebagai agen

semi resmi pemerintah Belanda di Nusantara' Kebutuha

membangun dinas pos tidak terhindarkan mengingat kantor

pusat perusahaan dagang berada di negeri Belanda

sedangkan operasi perusahaan di kawasan Nusantara'

Rentang jarak antara Belanda dengan Batavia sebagai pusat

kekuasaan di Nusantara yang sangat jauh menjadikan sarana

komunikasi melalui surat sebagai kebutuhan yang tidak

terhindarkan. Tidak hanya dalam kerangka hubungan dinas,

melainkan juga hubungan personal warga Belanda di tanah

air Nusantara dengan kerabatnya di Eropa. Kendatipun warga

Belanda yang bermukim di Batavia belum terlalu banyak,

namun kebutuhan korespondensi sangat urgen karena

sebagian besar warga Belanda yang berada di Batavia selalu

memimpikan kembali ke tanah asalnya setelah selesai

bertugas.l Hubungan batin dengan tanah asal yang kuat

ini, di samping dapat menjelaskan minimnya pemukiman

Belanda di Jawa, juga dapat menjelaskan tingginya kebutuhan

komunikasi melalui surat.

Kapal-kapal Belanda yang melayari trayek

Belanda-Jawa tentu saja menjaditumpuan utama pengiriman

surat. Saat itu, sebelum dibukanya Terusan Suez, perjalanan

kapaldari Belanda menuju Jawa masih membutuhkan waktu

86 Melayanl Rokyat Menldgd Negdra

sekitar 4 bulan. ltupun tak ada
perjalanan kapal baru berlangsr,

itu, frekuensi pelayaran mulai cukr

kapal yang berlabuh di Batavia r

250 kapal setiap tahunnya.2 Dan

Cirebon, Tegal sampai Semaranl
dalam waktu dua minggu.

Kantor pos pertama baru
Jenderal GW Baron van lmhof pad

pendirian kantor ini awalnya
keamanan surat-surat yang beras

dari negeri Belanda. Keamanan

tersendiri mengingat pengirim
sering terganggu oleh peramp

sebab-sebab lainnya. Dengan ;

didirikan. Namun, lambat lal
dinas tersendiri. Saat itu, penl

terdiri dari dua orang postme,

orang stal (klerk) dan beberapi
yang diberlakukan masih menge

dibebankan kepada penerima sr

sensor surat masih diberlakukan
oleh Komisi Sensor di depan per

mencurigakan.

Selang empat tahun kemud
pos di Semarang. Pendirian kanto

karena menandai mulai intensifr
Batavia dengan Semarang. Hubr

kerajaan Jawa di Yogyakarta d:
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nan Belanda

rn surat, sudah dikenal sejak masa

rra. Kita ketahui, VOC adalah sebuah

anda yang berperan sebagai agen

Belanda di Nusantara. Kebutuhan

dak terhindarkan mengingat kantor

sering terga nggu oleh perampokan-perampokan atau

'espondensi sangat urgen karena

sebab-sebab lainnya. Dengan alasan inilah kantor pos

didirikan. Namun, lambat laun kantor pos menjadi
dinas tersendiri. Saat itu, pengurus kantor pos hanya

terdiri dari dua orang postmeester yang dibantu dua

orang staf (k/erk) dan beberapa pengantar pos. Sistem
yang diberlakukan masih menganut prinsip pembayaran

dibebankan kepada penerima suratpos.r Di samping itu,

:landa yang berada di Batavia selalu

ke tanah asalnya setelah selesa

catin dengan tanah asal Yang ku

nenjelaskan minimnya Pemukiman r surat masih diberlakukan. Seringkali surat dibuka
pat menjelaskan tingginya kebutuha

at.
eh Komisi Sensor di depan penerima apabila dianggap

curigakan.
rlanda yang melayari traYek Selang empat tahun kemudian, baru didirikan kantor
menjadi tumpuan utama Pengiriman

dibukanya Terusan Suez, perjalanan
diSemarang. Pendirian kantor pos ini menjadi penting

na menandai mulai intensifnya hubungan pos antara
.rju Jawa masih membutuhkan a dengan Semarang. Hubungan pos dengan pusat

an Jawa di Yogyakarta dan Surakarta juga mulaitar 9 bulan. Sedangkan Perja

Asia Tenggara membutuhkan wa

gang berada di negeri Belanda

rusahaan di kawasan Nusantara.

landa dengan Batavia sebagai pusat

yang sangat jauh menjadikan sarana

rat sebagai kebutuhan Yang tidak

ya dalam kerangka hubungan dinas,

rn personal warga Belanda ditanah

abatnya di Eropa. Kendatipun warga

n di Batavia belum terlalu banYak,

sekitar 4 bulan. ltupun tak ada jadwal rutin. Kelancaran
perjalanan kapal baru berlangsung sejak L754. Dan sejak

itu, frekuensi pelayaran mulai cukup rutin. Saat itu, frekuensi

kapal yang berlabuh di Batavia mulai meningkat, sekitar
250 kapalsetiap tahunnya.z Dan pelayaran antara Batavia,

Cirebon, Tegal sampai Semarang, sudah dapat ditempuh
dalam waktu dua minggu.

Kantor pos pertama baru didirikan oleh Gubernur
Jenderal GW Baron van lmhof pada 26 Agustus 1745. Tujuan
pendirian kantor ini awalnya hanya demi menjamin
keamanan surat-surat yang berasal dari luar Jawa maupun
dari negeri Belanda. Keamanan surat menjadi perhatian

tersendiri mengingat pengiriman surat saat itu masih

(2) tbid.

(3) Departemen Perhubungan"
Direktorat ienderal Pos dan
Telekomunikasi, se./?roh Pos don
Telekomunikosi di lndonesid, Jilid
I (Jakarta: Departemen
Perhubungan-Direktorat
Jenderal Pos dan
Telekomunikasi, 1980), hlm, 50.

Meldy dnl Rdky at Menldgd Pos dl Masa Kolonial
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: tindih yang digunakan beruPa

ngan berbagai bentuk dan warna.

o
k tindih yang digunakan beruPa

artinya Prangko JePang RaYa dan

ngan warna hijau, ungu dan merah'

FBt
r$€ ffi
rk tindih yang digunakan rangkaian

arna merah atau ungu. IPL singkatan

cr Pos Palembang Pada waktu itu,

E@
itung, cetak tindih yang digunakan

merintah Militer berwarna merah

dan pantai barat Sumatra, cetak

kan berupa palang dengan berbagai
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Bab 7

Dari Jawatan ke
Perusahaan Negara

((
Kita seperti beradu lcuri di temytcrt ini, tnerupakan pentimpirtz
dari Qicttuatan P.T.T.iang ntpaznja ditakdirkan unttrk bersanrr-
satna rnernitnpin l)jauatan P.T.T. Kita mosingz rnentptn$ai lator
belakanr1 jang herluin-luinan, mcntpur$ai pentlidikan don
p en g alam a n j an g h erb e. dct *h e d * d on nt e n di ol uni s e d i ar ah .j ctn cy

beraneko tL,arna ptila. Akcm ftfopi kini kira rlilrrgas-/rarr i,rniL
meng er di trk an u s ah u b e r s a n xt, S ctt u -p er s atu, .scn rlir.i-.s e n d it i,
kitatok dapat mertgerdjalcan tugas tersebtt dan horu.s dihkukan
bersanta. Alsabila di clulam mc.nqercljokan ber.sanru hg*s tersetsut
kita httr$a melilutt perhedaanz.ion.rl sctju scbttt tudi, nutka akurt
sia-sialah usaha kita ber.sanza. (soekartlan, 5z) K

f.rnrrr.an Soekardan, Direktur Jenderal Djawatan pTT,

pada tahun 1952 ini, tampaknya berusaha melukiskan
relung terdalam dari problem negara yang baru saja
menikmati kemerdekaan dan kedaulatan. Ada harapan yang
sangat meluap untuk segera menikmati buah kemerdekaan.
Nam u n, hancurnya infrastru ktu r selama pera ng kemerdekaa n

serta belum adanya arah kebijakan sosial-politik yang baru
pasca penerimaan kedaulatan, menjadikan carut marut
kehidupan sosial politik menjadi semakin rumit yang pasti
tidak terbayangkan sebelumnya oleh para karyawan yang
selama lima tahun harus terlibat dalam deru revolusi. Jurang
perbedaan yang sangat dalam antara harapan dan kenyataan,
tentu saja mudah menyulut kekecewaan.

Soekardan yang dipercaya menjadi pucuk pimpinan
Djawatan, mau tidak mau, harus memelihara harapan
kemerdekaan itu, walaupun pada saat yang bersamaan
dihadapkan pada beragam problem teknis baik akibat perang

t

t.

rt %
dung 2009
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iIR. R. SOEKARDAN
bprlr lMtan Pln

Se,rrmber 1950 .Apdl 195i

kemerdekaan, maupun problem lama semenjak zaman

kolonial. Tugas ini menjadi maha berat karena Soekardan

dihadapkan pada formasi karyawan yang beragam. Ada dua

jenis perbedaan karyawan yang tidak mudah disatukan.

Pertama adalah perbedaan primordial dan kedua adalah

perbedaan latar belakang karyawan yang berasal dari PTT

Rl dan PTT Pra-Federal yang disertai terbelahnya orientasi
politik (co don non-co) perbedaan sistem penggajian, dan

sebagainya. Soekardan mungkin sangat sadar akan perlunya

semangat baru yang mampu melumerkan berbagai
perbedaan primordial dan perbedaan latar belakang asal-

usul karyawan. Sebab, hanya dengan kebersamaan baru

itulah, fungsi dan peranan Djawatan PTT dapat dijalankan

dengan baik; berbagai problem politik, kelangkaan prasarana

dan teknis administratif secara perlahan dapat pula diatasi.

Sejumlah tantangan berat yang dihadapi Soekardan diuraikan

dengan lebih rinci di bawah ini.

258 Melayani Rakyat Meniagd Negara

(1939-1941), dan kemudian berpind;
kereta api Nederlands lndische Spoo

inspecteu r, lalu naik jabatan menjad
Kereta Api Semarang (1941-1946)

Soekardan bekerja di pemerintahan c

Jenderal Perhubungan (1946-L949)

PTTterjadi pada masa revolusi, yaitt

Menteri Perhubungan untuk mem

darurat di kaki gunung Lawu, Madir

rangka mengumandangkan pidato 
I

perintah penghentian tembak menen

pada saat terjadinya agresi militer E

Tugas ini mendorong Soekardan
karyawan PTT yang saat itu memp

bidang perakitan radio secara darr
tahun L949, Soekardan ditunjuk seb

PTT RIS (1949). Setahun kemudian di;
Jenderal PTT.1

Soekardan dibantu oleh R.

bidang Pos, O Hong Djie seb
Telekomunikasi dan M. Soedibjo s

administrasi. Pada masa awal kepen

PTT masih mempekerjakan tenag
Belanda, yang di antaranya adalah
penasehat umum, A.J. Kupfer seba

teknik, dan H.F. Fleischer sebag
administrasi.2

Untuk menandai penggabunl

kemudian menetapkan daerah insp

telepon yang meliputi wilayah selur

pembagian sebagai beri kut:

Ddri Jowatan ke Perusdhoon Negdra

Ero Soekardan dan Samdjoen j
Dualisme organisasi pos yang muncul pada masa . ,$

revolusi diakhiri pada 7 Februari 1950, dengan {
digabungkannya PTT Rl dan PTT Pra-Federal. Menandai $

penggabungan ini, R. Soekardan diangkat sebagai Pejabat i
Kepala PTT Rl yang saat itu merangkap Direktur Perhubungan .{

yang meliputi Djawatan Kereta Apidan PTT. Posisinya sebagai l{

Direktur PTT dikukuhkan pada 7 September L950. {

Soekardan bukanlah orang yang dibesarkan oleh {

Djawatan PTT. Latar belakang pendidikannya adalah lulusan j
Recht Hooge Schoolatau Fakultas Hukum yang ditamatkan i
pada tahun 1939. la memulai karirnya justru sebagai i
odvocoot dan procureur pada Rood van lustitie di Semarang i

i



n problem lama semenjak zaman

rjadi maha berat karena Soekardan

rsi karyawan yang beragam. Ada dua

wan yang tidak mudah disatuka
daan primordial dan kedua adalah

rng karyawan yang berasal dari PTT

yang diser:tai terbelahnya orientasi
perbedaan sistem penggajian, dan

mungkin sangat sadar akan perlunya

; mampu melumerkan berbagai
dan perbedaan latar belakang asal-

hanya dengan kebersamaan ba

nan Djawatan PTT dapat dijalankan
roblem politi k, kelangkaan prasarana

f secara perlahan dapat pula diatasi,

isoekardan diuraikan

sasi pos yang muncul pada ma

rda 7 Februari 1950, deng
ll dan PTT Pra-Federal. Menandr
oekardan diangkat sebagai Pejab

itu merangkap Direktur Perhubu

Kereta Apidan PTT. Posisinya

hkan pada 7 September 195

nlah orang yang dibesarkan ol

akang pendidikannya adalah lulusan

ru Fakultas Hukum yang ditamat
memulai karirnya justru seba

r pada Road van Justitie di Semara

at yang dihadap

rwah ini

Samdioen

9-19411, dan kemudian berpindah kerja ke perusahaan

kereta api Nederlands lndische Spoorwege sebagai odjunct
lalu naik jabatan menjadi Wakil Kepala lnspeksi

reta Api Semarang (194L-L946). Sesudah proklamasi,
kardan bekerja di pemerintahan dengan posisisekretaris

Jenderal Perhubungan (1946-1949). Sentuhannya dengan
PTTterjadi pada masa revolusi, yaitu tatkala diperintahkan
Menteri Perhubungan untuk membangun stasiun radio
darurat di kaki gunung Lawu, Madiun, Jawa Timur, dalam

mengumandangkan pidato presiden dalam rangka
perintah penghentian tembak menembak (gencatan senjata)

a saat terjadinya agresi militer Belanda yang pertama.
Tugas ini mendoro ng Soekardan untuk menggandeng

wan PTT yang saat itu mempunyai keahlian dalam
dang perakitan radio secara darurat. Setelah itu, pada

L949,Soekardan ditunjuk sebagai Direktur Jenderal
RIS (1949). Setahun kemudian diangkat menjadi Direktur
eral PTT.1

Soekardan dibantu oleh R. Dijar sebagai kepala
rng Pos, O Hong Djie sebagai kepala bidang
komunikasi dan M. Soedibjo sebagai kepala bidang
inistrasi. Pada masa awal kepengurusannya, Djawatan
masih mempekerjakan tenaga ahli berkebangsaan
nda, yang di antaranya adalah P.J. Leemeijer, sebagai

asehat umum, A.J. Kupfer sebagai penasehat bidang
nik, dan H.F. Fleischer sebagai penasehat bidang
inistrasi.2

Untuk menandai penggabungan ini, Djawatan PTT

ian menetapkan daerah inspeksi pos, telegrap dan
pon yang meliputi wilayah seluruh lndonesia, dengan

mbagian sebagai berikut:

R. OIJAR
$irl,lXtpela lMan rl.l R.l

$ptember 1949 . septesber l9J0

(1) Departemen Pariwisata, Pos

dan Telekornunikasi-Direktorat
Jenderal Pos dan
Telekomunikasi, Tokoh -tokoh
Sejaroh Perjuongon don
Pembongunan Pos don
Telekomuni kasi d i ln d on esio,

{Jakartai Departemen
Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi-Direktorat
Jenderal Pos dan
Telekomunikasi, 1985),
hlm, 629-630.

(2) Djawatan PTT, "Laporan
Tahunan 1950," hlm.3.
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itas perusahaan itu, menurut buku

nunikasi di lndonesio, adalah dalam

inas giro yang baru diperkenalkan

rn pemisahan ini, terjadi pergantian

ng yang sebelumnya adalah Dirjen

angkat menjadi Pembantu Menteri

el<omunikasi. Adapun direktur utama

ahl<an kepada Oesadi dan Direktur

runikasi dipercayakan kepada

direktur utama ini dilantik pada 2L

ada tanggal 22 November 1-965 PN

rubarkan" Bagaimana cerita PN Pos

di? Masalah ini akan dijelaskan lebih

rutnya.x**
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Berkembang Bersama Orde Baru

CC-".Iangkctu<nt j ru' i ttg an ny o mula i dcri surlul-su<lut kata,
p&tsok pedesaall, daeruh trunsnig1rctsi

lingga ke daerah terpencil.$

dr
.,fuetika PN Postel terpisah menjadi dua Perusahaan
Negara yang berdiri sendiri pada tahun 1965, yakni PN

Telekomunikasi dan PN Pos dan Giro, situasi politik dan

ekonomi lndonesia sebenarnya sudah sangat tidak
mendukung bagi kelangsungan kedua perusahaan tersebut.
Rezim DemokrasiTerpimpin sudah di ambang kebangkrutan,

sehingga sangat tidak mungkin memberikan perhatian yang

memadai terhadap kelangsungan kedua perusahaan
yang baru dipisah itu. Kondisi ekonomi dan bisnis juga

sudah sangat buruk, yang tidak memungkinkan kedua
perusahaan tersebut beroperasi secara normal, apalagi
meraup laba. Dengan situasiseperti itu, sesungguhnya kedua

perusahaan harus bekerja keras agar dapat bertahan
hidup pada tingkat yang paling mendasar. lnilah yang

menjaditantangan terbesar PN Pos dan Giro. Tantangan ini

menjadipenuh risiko karena problem besar itu harus

dihadapi justru pada saat memulai lembaran baru sebagai

Perusahaan Negara tersendiri.
Akan tetapi, konjungtur politik dan ekonomi rupanya

sudah pada titik terendahnya, sehingga hanya ada satu
jalan keluar, yakni muncul kembali ke atas dalam bentuk
yang baru. Situasi demikian telah mendorong lahirnya
Orde Baru yang memberi harapan akan munculnya kebijakan

rehabilitasi politik dan ekonomi, yang pada gilirannya

I

FOs {tLtlrfttG



memungkinkan PN Pos dan Giro untuk beroperasi secara
normal. Tetapi untuk meraih harapan baru rupanya tidak
mudah. Hal ini dikarenakan Orde Baru mempunyai haluan
kebijakan politik dan ekonomiyang sama sekali berbeda
dengan orde sebelumnya, termasuk dalam menangani
perusahaan negara. Paradigma yang berbeda ini
menyebabkan agenda pertama PN Pos dan Giro
justru menyesuaikan diri dengan garis baru kebijakan
Orde Baru. Sebelum dibahas apa pengaruh perubahan
lingkungan ekonomi dan politik tersebut bagi PN Pos dan

314

Kebiiakan Orde Baru dolam Pengen

Latar belakang penting lahirnya
Baru adalah situasi kebangkrutan ekor

inflasi membumbung tinggi hingga 65

terus bertambah hingga 40 persen dala

melonjak mencapai 30 persen sebular

tiga kali lipat dibandingkan tahun sr

devisa terus minus. Utang luar neg,

dolar AS dengan beban pembayara
akhir tahun 1967 sebesar 730 juta dt
sebagian besar produksi dan distribusi
harus antre untuk memperoleh I

Dengan kondisi seperti itu situas
sudah macet. Orde Baru yang me\
sebelumnya seperti dalam situasi ter
banyak pilihan kebijakan yang bisa
karena itu fokus awal kebijakanny:
ekonomi serta rehabilitasi sarana pro

kehancuran. Fokus ini dirumuskan r

dengan tujuan kebijakan untuk:

" Me ntji pto ko n sto b i I i so si ekon om i - t

dengan mengendolikon lodju inflosi dan

chususnya dengan kemampuan me
pokok jong tjukup dengan hargo jar
terbe\i oleh rakjat."l

Untuk mencapai tertib ekono
menggariskan langkah-langkah yang

Berkembong Bersama Orde Bo,ru

Giro, perlu ditengok kembali perubahan lingkungan politik H
dan ekonomi yang dilakukan oleh Orde Baru dalam ffi
melihat Perusahaan Negara dan penataan ekonomi dan .fl
politik secara keseluruhan. fl

I

E

$

Metaydni Rakydt M*ir* **rl_$



os dan Giro untuk beroperasi secara
meraih harapan baru rupanya tidak
nakan Orde Baru mempunyai haluan

ekonomiyang sama sekali berbeda
mnya, termasuk dalam menangani

Orde Baru dalam Pengembangan Pos

Latar belakang penting lahirnya politik ekonomi Orde
Baru adalah situasi kebangkrutan ekonomi. Pada tahun 1956,

devisa terus minus. Uta ng luar negeri sebesar 2,4 milyar
dolar AS dengan beban pembayaran kembali, yang pada

akhir tahun 1967 sebes ar 730juta dolar AS. Di samping itu
sebagian besar produksi dan distribusi macet, sehingga rakyat

harus antre untuk memperoleh bahan-bahan pokok.

a. Paradigma yang berbeda ini
lnda pertama PN Pos dan Giro asi membumbung tinggi hingga 650 persen, uang beredar

n diri dengan garis baru kebijaka bertambah hingga 40 persen dalam sebulan. Suku bunga

dibahas apa pengaruh perubahan
jan politik tersebut bagi PN Pos dan
embali perubahan lingkungan politik
dilakukan oleh Orde Baru dalam
Negara dan penataan ekonomi dan
rhan.

onjak mencapai 30 persen sebulan. Defisit APBN sampai
tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Cadangan

Dengan kondisi seperti itu situasi ekonomi sebenarnya
h macet. Orde Baru yang mewarisi pemerintahan
umnya seperti dalam situasiterjepit, dalam artitidak

ba nyak pilihan kebijakan yang bisa dikembangkan. Oleh
rena itu fokus awal kebijakannya hanyalah stabilisasi

i serta rehabilitasi sarana produksiyang mengalami
hancuran. Fokus ini dirumuskan dalam tertib ekonomi
rngan tujuan kebijakan untuk:

" M e ntj i pts ko n sto bi I i sa si e kon o m i - mo n ete r, te ruto m o

dengan mengendolikan lodju inflasi dan pemulihan produksi

chususnyo dengon kemampuan meniediakan 9 bahan
pokok jong tjukup dengon harga jang stabil dan dapat
terbeli oleh rakjat."1

Untuk mencapai tertib eko'nomi, Kabinet Ampera
enggariskan langkah-langkah yang lebih terperinci, yaitu

(1) Departemen Penerangan,
Po ko k- po ko k Ke b i dj o ksa n o o n
Kobinet Ampera dolam Tohop
Konsolidasi, lakarta:
Departemen Penerangan Rl,

1967), hlm. 11.
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aan Negara (PN). Hineea kini belum

rrubahan status Pos dan Giro menjadi

erum) terus mengalami penundaan.

rtannya pada tanggal 17 Agustus1977,
masih bersatus PN. Meskipun demikian,

rya telah berjasa besar mengantarkan

di Perusahaan yang solid, berkinerja
atangkan laba. Atas prestasinya ini,

irnya mengabulkan impian kalangan

renjadi Perum pada tahun 1978. **x

il
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Meraih Untung
di Tengah Persaingan

c ( 
Str a t e g i disiplbt unq ct (y an te I ah me mb ual ilcut t ke rurrt-t rt cg tt r r

bagi Pentm Pos dan Giro sctxtra terus tnenerus-(

) aat yang telah lama dinanti-nantikan akhirnya datang
juga. Melalui Peraturan Pemerintah No. glLglB status
(bentuk) badan usaha Pos dan Giro diubah dari perusahaan
negara (PN) menjadi perusahaan umum (perum). Hal lni
merupakan pencapaian yang tidak mudah dan sederhana,
sebab PN Pos dan Giro harus membuktikan terlebih dahulu
bahwa dengan status PN mereka bisa bangkit dalam
meluaskan jaringan layanan dan mencetak laba yang terus
meningkat. Lebih dari itu, perubahan status bukanlah
sekedar hadiah atas sebuah prestasi, melainkan juga
tantangan baru yang harus dihadapi dengan cara-cara yang
baru. Mampukah perusahaan negara ini memainkan
peranan dengan statusnya yang baru? Sebelum
menguraikan lebih lanjut bagaimana Perum Pos dan Giro
menjawab tantangan ini, mari kita tengok lebih lanjut
terlebih dahulu karakteristik perusahaan umum yang
melekat dalam perusahaan milik negara ini.

Perusahaan Umum
Bidang usaha Perum sebetulnya tidak banyak berbeda

dengan BUMN dengan status perusahaan jawatan (Perjan).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3/L983 tentang "Tata Cara

Pembinaan dan Pengawasan Perjan, Perum dan Persero,"

menyebutkan bahwa "Perjan berusaha di bidang

liri
l,fl

i
I

.i

I

\

t.

t

I

I

I

I

I

II

l.'

It
t

u
ry

:'
u

u
f

I

u

I
I



penyediaan jasa-jasa bagi masyarakat termasuk pelayanan

kepada masyarakat." Sedangkan bidang usaha adalah
"berusaha di bidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan

umum di samping mendapat keuntungan." Ditilik dari
pernyataan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Perum
dan Perjan pada dasarnya tidak mempunyai perbedaan yang

signifikan dari sisi bidang kegiatan usahanya
Perbedaan yang cukup penting adalah bahwa Perum

dibolehkan memperoleh keuntungan, sedangkan untuk
Perjan tidak disebutkan secara eksplisit karena titik beratnya
pada pelayanan masyarakat. Unsur ini menjadi penting
karena membawa konsekuensidalam melihat kinerja kedua
jenis BUMN ini. Ukuran kinerja Perjan semata-mat
ditentukan oleh kemampuannya dalam melakukan pelayanan ,

publik, sedangkan Perum ukuran kinerjanya menjadiganda.
Di samping kemampuan melakukan pelayanan publik juga

dilihat kemampuannya dalam menghasilkan laba.
Tugas ganda Perum ditunjang oleh otonomiyang lebi

luas dalam pengelolaannya. Dengan kata lain, berbeda
dengan Perjan, Perum diberi hak mengelola kekayaan negara

secara lebih otonom. Hak Otonomi itu diperoleh dari
ketentuan bahwa harta kekayaan yang dikelola Perum
dipisahkan dari kekayaan negara yang diatur dalam APBN.

Otonomi dan dibolehkannya memperoleh ke u ntu ngan,
menjadikan Perum tidak bisa semata-mata dilihat sebagai
instrumen birokrasi pemerintah, melainkan menjadi sebuah
entitas bisnis. Hal ini berarti, kaidah-kaidah dalam dunia
bisnis harus juga diterapkan dalam pengelolaan sebuah
Perum.

Namun hal ini tidak berarti Perum dapat sepenuhnya
bergerak leluasa sebagaimana korporasi pada umumnya.

368

Modal perusahaan yang tidak terL

menjadikan Perum tidak mungkin n
secara leluasa dengan memanfaatkan

Kebutuhan investasi Perum harus n

internal perusahaan, penyertaan ne

atau pinjaman. Kebutuhan investas

pinjaman, tidak bisa dimanfaatkan se

dibatasi dengan ketentuan pinjamat

dan atau jangka panjang, dan harus r

menteri teknis dan menteri keuangz

3i1e83).
Dalam konteks Pos dan Giro, p,

menjadi Perum adalah kemajuan ye

Gagasan menjadi Perum bukanlah h
pernah dilontarkan oleh Soekardan

Djawatan PTT. Pada tahun 1956

melontarkan gagasan agar status Pos,'l

berubah menjadi public corporation a

itu dilontarkan sehubungan
mengembangkan pengelolaan usah

perusahaan masih berupa jawatan at

yang dilakukan PTT atau PN Pos dan

adalah pengelolaan usaha dalam bida

paket dan pengiriman uang. Keterbata

bisnis pos dan giro itu sudah terbukti n

yang sangat tinggi pada masa Demokri

memang berubah pada masa Or

pemerintah agar PN tidak menjadi b,

pemicu untuk mengelola bisnis pos t

profesional. Hal itu dibuktikan PN P

dekade 1970-an. Walaupun statusny

Meldyonl Rdkyat Menioga Negaru
Merdlh Untung di Tengah Pe6dingan
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bagi masyarakat termasuk pelayanan
" Sedangkan bidang usaha adalah
rnyediaan pelayanan bagi kemanfaatan
rendapat keuntungan." Ditilik dari
'aturan Pemerintah tersebut, perum

nya tidak mempunyai perbedaan yang

si bidang kegiatan usahanya
, cukup penting adalah bahwa perum

rleh keuntungan, sedangkan untuk
n secara eksplisit karena titik beratnya
yarakat. Unsur ini menjadi penting
sekuensi dalam melihat kinerja kedua
uran kinerja Perjan semata-mata
lpuannya dalam melakukan pelayanan

um ukuran kinerjanya menjadi ganda.

an melakukan pelayanan publik juga

rnya dalam menghasilkan laba.
.rm ditunjang oleh otonomiyang lebih
aannya. Dengan kata lain, berbeda
diberi hak mengelola kekayaan negara

r. Hak Otonomi itu diperoleh dari
rta kekayaan yang dikelola perum

ran negara yang diatur dalam APBN.
rkannya memperoleh keuntungan,
lak bisa semata-mata dilihat sebagai
merintah, melainkan menjadi sebuah
berarti, kaidah-kaidah dalam dunia
rrapkan dalam pengelolaan sebuah

jak berarti Perum dapat sepenuhnya
gaimana korporasi pada umumnya.

Modal perusahaan yang tidak terbagi dalam saham,
menjadikan Perum tidak mungkin melakukan ekspansi
secara leluasa dengan memanfaatkan modal perusahaan.

Kebutuhan investasi Perum harus mengandalkan dana
internal perusahaan, penyertaan negara melalui APBN,
atau pinjaman. Kebutuhan investasi yang berasal dari
pinjaman, tidak bisa dimanfaatkan secara optimal karena
dibatasi dengan ketentuan pinjaman jangka menengah
dan atau jangka panjang, dan harus dengan persetujuan
menteri teknis dan menteri keuangan (Pasal 12 PP No.
3/1s83).

Dalam konteks Pos dan Giro, perubahan status PN

menjadi Perum adalah kemajuan yang sangat penting.
Gagasan menjadi Perum bukanlah hal baru. Gagasan ini
pernah dilontarkan oleh Soekardan, ketika memimpin
Djawatan PTT. Pada tahun 1956 Soekardan telah
melontarkan gagasan agar status Pos, Telepon dan Telegrap

berubah menjadi public corporation atau Perum. Gagasan

itu dilontarkan sehubungan dengan sulitnya
mengembangkan pengelolaan usaha sepanjang status

rusahaan masih berupa jawatan atau PN. Padahal, apa
yang dilakukan PTT atau PN Pos dan Giro pada dasarnya

adalah pengelolaan usaha dalam bidang pengiriman surat,

paket dan pengiriman uang. Keterbatasan untuk mengelola

bisnis pos dan giro itu sudah terbukti mengakibatkan defisit
yang sangattinggi pada masa DemokrasiTerpimpin. Situasi

memang berubah pada masa Orde Baru. Tekanan
pemerintah agar PN tidak menjadi beban APBN, menjadi
pemicu untuk mengelola bisnis pos dan giro secara lebih
profesional. Hal itu dibuktikan PN Pos dan Giro selama

dekade 1970-an. Walaupun statusnya masih PN, Pos dan

Meldydni Rdkydt Menlaga Negara
Meruih Untung di Tengdh Persdingan
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Ia stabilitas pendapatan. Penting bagi

ngan stabilitas pendapatan dan jumlah
ya, mereka dapat mengukur seberapa
iva yang dimiliki mampu membiayai
nya.
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Jalan Terial Menuiu Korporasi

$ Perubahan status membawa konsekuerrsi

perlunya pernbenahan dan reformasi untuk
meneiptakan etos kerja baru6(

f restasi yang ditorehkan Marsoedi memberi optimisme
bahwa Perum Pos dan Giro layak untuk masuk ke dalam
kancah bisnis yang lebih mendalam. Betapa tidak.
Diferensiasi produk sudah dilakukan dalam rangka
menyambut peningkatan permintaan jasa pos yang lebih
spesifik. Modernisasi peralatan dan pelayanan sudah
dilakukan dalam :'angka mendorong efisiensi dan percepatan
pengiriman surat, wesel dan paket. Sementara itu, kinerja
keuangan juga cukup menjanjikan. Belum lagi infrastruktur
jaringan kantor pos yang sudah menjangkau seluruh
kecamatan di lndonesia. lni semua menandakan bahwa
Perum l:os dan Giro mempunyai kesiapan cukup untuk
berperan ganda. Pertama, tetap menjalankan misi pelayanan

umum sebagaimana diamanatkan oleh negara. Kedua, Perum
Pos dan Giro sudah mempunyai kesiapan untuk masuk dalam
bisnis pengiriman secara lebih mendalam. Juga, kesiapan
untuk berkompetisi secara adil dengan pelaku usaha
pengiriman lainnya baik yang berasal dari dalam negeri
maupun dari luar negeri. Dan agar gerak langkah Perum Pos

dan Giro semakin gesit maka yang diperlukan adalah
perubahan status hukum menjadi persero.

,q,
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(1.) "Menparpostel Lantik Direki
PT Pos lndonesia" dalam

Merpotrpoi No. 7, Tahun XXIX,

Juli 1995, hlm.4.

Meniadi Persero

Tuntutan ini ternyata direspon dengan baik oleh
pemerintah. Melalui PP No. 51t995 tentang Pengalihan

Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero), pemerintah mengubah
status hukum Pos dan Giro dari perum menjadi persero.

Dengan pengalihan ini, maka status perum secara resmi

dibubarkan dan segala hak dan kewajibannya beralih kepada

persero. Sela nj utnya, perusahaaa n persero tersebut di beri

nama PT POS INDONESIA sesuai dengan anggaran dasar
yang disahkan dalam akta Notaris Sutjipto, SH Nomor LL7

tanggal 20 Juni 1995 tentang Pendirian Perusahaan Persero

PT Pos lndonesia. Sesuai dengan akta ini, maka modal
perseroan ditetapkan sebesar Rp. 750 miliar yang terdiri
atas 150.000 lembar saham prioritas dan 600.000 lembar
saham biasa, yang masing-masing bernilai nominal Rp. 1

juta per lembar.l
Perubahan ini membawa konsekuensi yang cukup

banyak. Pertoma, modal negara akan terbagi dalam saham.

Modal tersebut berasal dari kekayaan negara yang tertanam
dalam Perum Pos dan Giro. Selanjutnya, seiring dengan
perubahan status menjadi perusahaan perseroan terbatas,
modal dapat didayagunakan secara lebih leluasa, misalnya

untuk jaminan di bank atau pemerintah dapat menjualnya
kepada pihak lain.

Kedua, perubahan status hukum menjadi persero
pada dasarnya menghendaki perubahan paradigma. Sesuai

dengan Pasal 2, ayat (1) PP No. 3/1983 tentang Tata Cara

Pembinaan dan Pengawasan Perjan, Perum dan Persero

418 MelayaJni Rakydt Menid$d Negoru

maka BUMN jenis persero ditunt
keuntungan dan berusaha di bidan
mendorong perkembangan sektor sw;

di luar bidang usaha Perjan dan Pe

sebuah persero memang bersif;
keuntungan dan mendorong pertul
Misi seperti ini, sesungguhnya tidak
hukum berstatus Perum. Karena itu, kt

Persero, mau tidak mau, paradigma

harus lebih menonjol tanpa melup
Ketigo, perilaku persero pada

pada norma dan kaidah perusahaan r

Perseroan Terbatas (UU No. 1,/L99
Terbatas). lni berarti, perubahan statu:
perubahan struktur organisasi. Sesu

maka struktur penanggung jawab pen

dua lembaga yaitu Dewan Komisaris I

Dewan Direksi sebagai pelaksana.
tertinggi dalam pengambi lan keputus;
Pemegang Saham (RUPS).

Peraturan Pemerintah meng(
Pos dan Giro menjadi persero
ditandatangani presiden pada tangl
Namun akta notaris pendirian pT

ditandatangani pada tanggal 20 Juni
pula pemerintah melantik Dewan I

Direksiyang baru. Dewan Komisaris
Purawidjaya dengan anggota Soek
Marsoedi, dan Herman Haeruman. Ser

diketuai oleh Cahyana Ahmadjayadi.:
Dalam pelantikan Dewan K

Direksi ini, Menteri Pariwisata, pos dar

Jalan Terjal Menuju Korpordsl



maka BUMN jenis persero dituntut untuk "memupuk
keuntungan dan berusaha di bidang-bidang yang dapat
mendorong perkembangan sektor swasta dan atau koperasi,

di luar bidang usaha Perjan dan Perum." lni berarti misi
sebuah persero memang bersifat ganda; mengejar
keuntungan dan mendorong pertumbuhan dunia usaha.
Misi seperti ini, sesungguhnya tidak dikenal dalam badan
hukum berstatus Perum. Karena itu, ketika berubah menjadi
Persero, mau tidak mau, paradigma bisnis Pos lndonesia
harus lebih menonjol tanpa melupakan misi yang lain.

Ketigo, perilaku persero pada dasarnya harus tunduk
pada norma dan kaidah perusahaan yang berbadan hukum
Perseroan Terbatas (UU No. 117995 tentang Perseroan
Terbatas). lni berar:ti, perubahan status menghendaki adanya
perubahan struktur organisasi. Sesuai dengan hukum PT,

maka struktur penanggung jawab pengelolaan berada dalam

dua lembaga yaitu Dewan Komisaris sebagai pengawas dan

Dewan Direksi sebagai pelaksana. Sementara institusi
tertinggidalam pengambilan keputusan adalah Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS).

: Peraturan Pemerintah rnengenai perubahan status
Pos dan Giro menjadi persero sebenarnya sudah
ditandatangani presiden pada tanggal 27 Februari 1995.
Namun akta notaris pendirian PT Pos lndonesia baru
ditandatangani pada tanggal 20 Juni L995. Pada tanggal ini
pula pemerintah melantik Dewan Komisaris dan Dewan
Direksi yang baru. Dewan Komisaris diketuai oleh Djakaria

Purawidjaya dengan anggota Soekarno Abdulrachman,
Marsoedi, dan Herman Haeruman. Sedangkan Dewan Direksi

diketuai oleh Cahyana Ahmadjayadi.2

' Dalam pelantikan Dewan Komisaris dan Dewan
Direksi ini, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Joop

rrnyata direspon dengan baik oleh :

PP No. 5/1995 tentang Pengalihan

Jmum (Perum) Pos dan Giro menjadi
rn (Persero), pemerintah mengubah
n Giro dari perum menjadi persero.

ni, maka status perum secara resmi

r hak dan kewajibannya beralih kepada

perusahaaan persero tersebut diberi
IESIA sesuai dengan anggaran dasar

akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117

:entang Pendirian Perusahaan Persero

esuai dengan akta ini, maka modal
r sebesar Rp. 750 miliar yang terdiri
saham prioritas dan 600.000 lembar
rasing-masing bernilai nominal Rp. L

i membawa konsekuensi yang cukup

Cal negara akan terbagi dalam saham.

rl dari kekayaan negara yangtertanam

rn Giro. Selanjutnya, seiring dengan

unakan secara lebih leluasa, misal

k atau pemerintah dapat menjual

ahan status hukum menjadi perse

rendaki perubahan paradigma. Sesua

(L) PP No. 3/L983 tentang Tata Ca

Iawasan Perjan, Perum dan Pe

ad rusa ah na rs aero nnj pe pe
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aba/rugi pendaPatan usaha selama

njukkan angka kerugian. Laba bersih

rkkan angka positif pada tahun 2007 
'

mbali lagi negatif.

1.6. lkhtisar Laba/Rugi
r 2005-2008 (Dalam milYar RP)

;aha

;ia 2005,2006,2007,2008

erak turunnYa PendaPatan mungkin

alam. Namun, fakta bahwa LaPoran

lan kerugian sebesar Rp' 57,9 milyar

rh mengubur imPian besar untuk qo

L0 atau zo1't. Boleh jadi impian ini -

porasi yang terbuka untuk publik--

rlu muluk bagi sebuah Perusahaan

resia, yang bermula sebagai sebuah

:uk pelayanan masyarakat, yang tidak

rgan. Boleh jadi, masih dibutuhkan

rsar strategis lagi bagi mereka untuk

;ebagai korporasi yang membanggakan :

ngan bagi pemilik saham dan tetaP

ang dilayaninYa.

200820072005 2006

-37 -63-1"15,9-7L,6

-16.5 1 1,56,s

-57,9q?-38,1 r19,4
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Terus Berubah, Terus Melayoni

C(
Sebagai tando kebukiott tekud, ilcrar pun tlite ritlil;urt

tu tt tuk b er sa l tt pad u m e u nrj utllt tn
Pos Indrntesia Serxice L'h u.npit"nt C(

rh
J'erubahan demi perubahan yang terjadi di dalam tubuh
PT Pos lndonesia (Persero) menandakan bahwa perusahaan
ini tetap hidup dan, lebih dari itu, responsif terhadap
perubahan yang terjadi di luar dirinya. Terlepas dari berbagai
keberhasilan dan kegagalan yang dialaminya selama ini
?dalam upaya mendewasakan dirinya sebagai perusahaan
yang mandiri dan terhormat- yang jelas semua itu dilakukan
karena tanggung jawab segenap insan pos untuk
mempertahankan perusahaan ini di tengah-tengah arus
perubahan zaman, di mana pemerintah tidak dapat lagi
untuk terus 'menyusuinya' namun menghendakinya agar
mampu untuk terus melayani masyarakat. Tidak ada yang
meragukan bahwa itu semua adalah perjuangan yang sangat
berat: mengubah sebuah dinas pelayanan sosial dan politik
pemerintah yang hadir di seluruh pelosok nusantara, menjadi
sebuah korporasiyang bekerja dengan menerapkan rumus-
rumus bisnis modern yang matematis.

Namun demikian, begitulah sejarah,menghukum'
setiap mahluk yang berani menyusup ke dalam ruang dan
waktu kehidupan, yakni harus berubah. Termasuk pT pos

lndonesia (persero). Betapa tidak! Jika dahulu perusahaan
ini merupakan lembaga negara yang bekerja dengan



mendapatkan banyak bantuan dan perlakuan istimewa

dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah untuk
melayani masyarakat, sekarang hampir sepenuhnya
dilepaskan sebagaimana layaknya sebuah perusahaan yang

harus hidup dari hasil "penjualannya" kepada masyarakat.

Perjalanan panjang Pos sejak berbentuk jawatan, kemudian

berubah menjadi perusahaan negara (PN), menyusul

kemudian sebagai perusahaan umum (Perum), dan akhirnya

perseroan terbatas (PT), telah mengubah wajah serta perilaku

perusahaan ini secara sangat signifikan, rohani dan jasmani.

Apabila dahulu Pos adalah pelayan masyarakat yang sangat

terhormat dengan citra birokrasinya yang kuat dan senantiasa

dirindukan karena tidak ada pilihan lain- maka sekarang

situasinya terbalik karena masyarakatlah yang menentukan

apakah mereka akan memilih untuk menggunakan layanan

Pos. Sekarang situasi sudah berubah, di mana Pos hanya

salah satu dari banyak pilihan yang tersedira bagi masyarakat.

Dahulu, ketika masih berstatus sebagaijawatan, yakni

Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon (PTT), Pos hidup di bawah

perlindungan Undang-Undang No. 4 Tahun 1.959 tentang
Pos yang memperlakukannya secara istimewa dengan

memberikan monopoli serta kemudahan pengangkutan

kiriman pos. Setelah berialan selama dua dasawarsa dan

kondisi masyarakat berubah, keluarlah Undang-Undang No.

6 Tahun 1984 tentang Pos yang memberikah peluang kepada

pihak swasta untuk ikut serta bermain di ar:ena perposan,

dengan mengurangi hak monopoli Pos. Ketika itu Pos, yang

sudah berbentuk Perum, harus ber:hadapan dengan hanyak

pesaing swasta yang memanfaatkan berbagai kelemahan

Pos. Perubahan zaman yang tidak mungkin dicegah itu

dijawab pernerintah, sebagai pemilik Perum Pos, dengan

menjadikannya sebagai perseroan t
lincah bermain dan bersaing dengan 

1

Ketika persaingan didunia perl
sengit, seiring dengan perkembanga
yang sangat pesat serta munculnya
harus diakomodasi untuk kepen
ekonomi, maka lahirlah Undang-Und
tentang Pos yang bersemangat ,pen

maksimal. Dengan adanya undang
diizinkan untuk membuka usaha ',p
Undang-Undang yang sangat liberal 1 

i

mensahkan kondisi persaingan perp
sudah berlangsung lama, di mana p
(Perjastip) swasta, baik dalam neger
tidak dapat dibendung lagi. Dengan ur

dunia usaha perposan menjadi terL
lagi bagian-bagian tertentu yang disin
secara khusus diberikan kepada pihai
lain, siapa saja dapat memperoleh apa
dan mau menaati aturan mi

Undang-undang No. 3g Tahun
dikatakan merupakan cerminan ya
semangat zaman liberal yang agresif
saja untuk tunduk dan mengikuti at
berlaku didalarnnya; pT pos lndonesia
teihadap'hukum sejarah, ini dan, lebih
memang sudah mengantisipasinya
Berbagai kebijakan dan taktik bisnis
lndonesia (persero) dalam jangka dua
sejak menjadi perseroan-sudah men
usaha modern yang tidak lagi birokratis
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k bantuan dan perlakuan istimewa

rnuhi kewajiban Pemerintah untuk

at, sekarang hamPir sePenuhnYa

rna larTaknya sebuah perusahaan yang

| "penjualannya" kepada masyarakat.

rs sejak berbentuk jawatan, kemudian

erusahaan negara (PN), menYusul

usahaan urnum (Perum), dan akhirnya

), telah mengubah waiah serta perilaku

sangat signifikan, rohani dan jasmani.

lalah pelayan masyarakat yang sangat

a birokrasinya yang kuatdan senantiasa

dak ada pilihan lain- maka sekarang

'ena, masyarakatlah yang menentukan

memilih untuk menggunakan layanan

i sudah berubah, di mana Pos hanYa

r pilihan yang tersedla bagi masyarakat"

nasih berstatus sebagai Jawatan, yakni

danTelepon (PTf), Pos hidup di bawah

g-Undang No. 4 Tahun 1959 tentang

rkukannya secara istimewa dengan

loli serta kemudahan pengangkutan

berialan selama dua dasawarsa dan

eruhah, keluartah Undang-Undang No"

; Pos yang memberikah peluang kepada

kut s:erta berrnaln di arena perposanl

hak monopoli Pos. Ketika itu Pos, yang

um, harus berhadapan dengan banYak

I memanfaatkan berbagai kelemahan

nan yang tidak mungkin dicegah itu

, sebagai pemilik Perum Pos, dengan

menjadikannya sebagai perseroan terbatas (pT) agar lebih
linca,h bermain dan bersaing dengan para pesaing swastanya.

Ketika persaingan di dunia perposan menjadisemakin
sengit, sei ring denga n perkem ba nga n teknologi kom u n i kasi
yanB sangat pesat serta munculnya kreativitas masyarakat
harus dia,komodasi untuk kepentingan pertumbuhan
ekonomi, rnaka lahirlah Undang-Undang No. 3g Tahun 2009
tentang Pos yang bersemangat 'pembebasan pasar, secara
maksimal. Denga,n adanya undang-undang ini siapa saja
d'iizinkan untuk membuka usaha "penyelenggaraan pos."
Undang-Undang yang sangat liberal 1 ini sesungguhnya hanya
mensahkan kondisi persaingan perposan yang sengit yang
sudah berla'ngsung lama, di mana perusahaan jasa titipan
(Perjastip) swasta, baik dal'am'negeri maupun asing, sudah
tidak dapat"dibendung lagi. Dengan undang-undang tersebut
dunia usaha. perposan rnenjadi terbuka penuh, tidak ada
lagi bagian-bagian tertentu yang disimpan oleh negara untuk
secara, khusus diberikan kepada pihak tetentu. Dengan kata
lain, siapa,saja dapat rnemperoleh apa saja, sejauh ia mampu
dan, mau men:aati aturan main yang berlaku.

Undang-undang No. 38 Tahun 2009 tersebut dapat
dikatakan merupakan cerminan yang sangat persis dari
semangat zaman liberal yang agresif, yang memaksa siapa
saja untuk tunduk dan rnengikuti aturan permainan yang
berlaku di dalamnya: PT Pos lndonesia (persero)juga tunduft lryr-rr,,tunu.ng-undansNo.38

terhadap'hukum sejarah!inidan,lebih dariitu, sesungguhnya I'lli,i"0,i.ffi'ffi;lii'
rnema ns s u d a h me nga,ntisi pasi nya da ri ja u h-ja u h h ari. ffilf{"$#nilifi;i,,nn
Berbagai'kebijakan dan taktik bisnis yang diambit pT pos 

t*:&:i:l:1.i*i::1i.,,.,m,,
lndonesia (persero) dalam jangka dua dekade terakhir -atau fliffifl,Xll!*rT".Jg5fllill,",
sejak menjadi perseroan-sudah mencerminkan semaneat [if].*il,.:ti:lJr"ilj:l?:
usaha modern:yang tidak lagi birokratis atau mengedepankan

transaksi keuangan serta
keagenan pos, seperti
disebutkan di Pasal 5.
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